SALINAN

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

WALI KOTA TARAKAN,

bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan
ketentuan peraturan perundangan-undangan, sehingga
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3711);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

-2 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 67);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);

10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2023
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor
558);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

Pasal 1
Ketentuan BAB III dan BAB VI Lampiran Peraturan Wali Kota
Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan
Tahun 2023 Nomor 558) diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal I
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Oktober 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,
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JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 655
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. UMUM

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya
diwujudkan dalam APBD setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan
Perda.

Sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda,
APBD setiap tahun anggaran mencakup:

1.

Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam tahun anggaran
berkenaan. Penerimaan daerah dalam APBD meliputi Pendapatan Asli
Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,
dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

. Semua pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam rangka

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan daerah dan membayar tagihan pihak lain. Pengeluaran
daerah dalam APBD meliputi belanja daerah dan pengeluaran
pembiayaan daerah.

. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau
kepentingan umum.

APBD setiap tahun angggaran disusun dengan memperhatikan prinsip-
prinsip APBD sebagai berikut:
1. APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan

2.

daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan
daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Perda tentang APBD.

3. APBD disusun dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada

RKPD, serta berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang diatur
oleh Menteri.

4. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,

distribusi, dan stabilisasi:

a. Fungsi otorisasi adalah bahwa anggaran daerah dalam APBD menjadi
dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran berkenaan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

b. Fungsi perencanaan adalah bahwa anggaran daerah dalam APBD
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun berkenaan.

c. Fungsi pengawasan adalah bahwa anggaran daerah dalam APBD
menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

d. Fungsi alokasi adalah bahwa anggaran daerah dalam APBD
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi distribusi adalah bahwa kebijakan anggaran daerah dalam
APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi adalah bahwa anggaran Pemerintah Daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.

Siklus APBD meliputi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD setiap tahun angggaran yang ditetapkan dengan

Perda.

Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dan pengeluaran yang

menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran berkenaan harus

dimasukkan/dianggarkan dalam APBD.

Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana

penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka penerimaan daerah, SKPD dilarang melakukan

pungutan atau disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan

pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang.

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak

dapat digunakan secara langsung untuk mendanai pengeluaran, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD dengan

mencantumkan dasar hukum yang melandasinya.

Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana

pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian ketersediaan dana atas

penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang

melandasinya.

Dalam kerangka pengeluaran daerah, Wali Kota dan SKPD dilarang

melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang

telah ditetapkan dalam APBD.

Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan pada DPA SKPD dan

SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Dalam kerangka pengeluaran daerah, setiap pejabat dilarang

mengadakan ikatan perjanjian dan/atau melakukan tindakan yang

berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan secara

bruto dalam APBD.



17.Yang dimaksud dengan ”dianggarkan secara bruto” adalah jumlah
pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan
tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah
lain dalam rangka bagi hasil.

18. APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi perangkat daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

19. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

20. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih;

b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih; dan

c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau
pada tahun anggaran berikutnya.

B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu,
sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan daerah.

2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan
organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi
disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas.

5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait hal tersebut, Perwali ini mengatur beberapa ketentuan sebagai

berikut:

1. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.



2. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perwali tentang penjabaran APBD
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.

3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik
khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa,
Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan
pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui
RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi
atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa
mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

S. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta
pemutakhirannya.

C. PENDAPATAN DAERAH

1. Ketentuan Umum
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta
sub rincian objek pendapatan daerah.
Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah
Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
1) pajak daerah;
2) retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan

a. Pendapatan Asli Daerah

1.Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan
wewenang pengelolaan pajak daerah

2.Retribusi Daerah SKPD




3.Hasil Pengelolaan SKPKD
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

4.Lain-lain Pendapatan [SKPKD kecuali:
Asli Daerah yang Sah | 1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap
dikelola oleh Bendahara Penerimaan di
SKPD terkait.

2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD
terkait.

b.Pendapatan Transfer
1.Pendapatan Transfer [SKPKD
Pemerintah Pusat
2.Pendapatan Transfer [SKPKD
Antar Daerah
c.Lain-lain pendapatan
Daerah yang Sah
1.Pendapatan Hibah SKPKD
2.Lain-Lain Pendapatan [SKPKD
Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan
Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah
dan retribusi daerah.

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan
Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah
dan retribusi daerah.

e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil
penyertaan modal daerah.

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan
daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek,
rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

3) hasil kerja sama daerah;

4) jasa giro;

5) hasil pengelolaan dana bergulir;

6) pendapatan bunga;

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,
penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari
kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;



9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

11) pendapatan denda pajak daerah;

12) pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Pendapatan Transfer
Ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:
a. Pendapatan transfer terdiri atas:
1) Transfer Pemerintah Pusat

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana
Perimbangan dan Dana Insentif Daerah.

b) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus.

c) Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan Kkriteria
tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas
perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

d) Dana Kelurahan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2) Transfer antar-daerah

a) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan.

b) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari
Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah
lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya.

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai
berikut:
a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
1) Hibah;
2) Dana Darurat; dan/atau
3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang
berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat,
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak
berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun
pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan
kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan
Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

D. BELANJA DAERAH

1. Umum
Ketentuan umum belanja daerah sebagai berikut:

a.

b.

Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib

yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak terkait Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.

. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan

Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan
kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki
Daerah.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan
Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi
belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan
insfrastruktur.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis
standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar
teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam
penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek
dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



m. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan

disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a.

Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi.

. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan
pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD

BELANJA TRANSFER SKPKD

2. Belanja Operasi
Belanja operasi dirinci atas jenis:

O Q0o

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;
Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan
Belanja Bantuan Sosial.

Ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a.

Belanja Pegawai

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




Kompensasi diberikan kepada Wali Kota/wakil Wali Kota,

pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

a) Belanja Pegawai bagi Wali Kota dan wakil Wali Kota
dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.

b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.

c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan.

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan
tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Wali Kota,
wakil Wali Kota, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang
selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan

kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan

Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi

Pemerintah Daerah.

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan

KUA.

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan

beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,

prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, sebagai
berikut:

a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan
kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja
normal;

b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi
dan daerah terpencil,;

c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan
kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;

d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas
memiliki keterampilan khusus dan langka;

e) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan
kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
dan/atau inovasi; dan

f) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya  diberikan kepada pegawai ASN sepanjang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, Tambahan

Penghasilan Pegawai sementara diberikan hanya kepada Calon

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
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Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada Calon
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada
Perwali tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah.

. Belanja Barang dan Jasa

1)

5)

6)

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program,

kegiatan, dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas

Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang,

belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan

jasa diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan
barang bekas dipakai;

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara
lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa
alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment),
beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan
bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak
daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan
retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan
Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah,
belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan
jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap
lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor;

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan
belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan
dinas luar negeri; dan

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk
menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Belanja barang dan jasa dianggarkan dalam APBD tahun anggaran

berkenaan pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan

kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian

uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka
mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran

Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan

kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
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Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan

kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:

a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

b) penghargaan atas suatu prestasi;

c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan  akibat
penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non
proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e) Transfer Ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

8) Ketentuan pelaksanaan mengenai perjalanan dinas berpedoman

pada Perwali tentang Pedoman Perjalanan Dinas.

. Belanja Bunga

1)

2)

5)

belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja
bunga wutang obligasi. kewajiban pembayaran bunga utang
dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran
berkenaan.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga utang yang tidak berasal dari pembayaran atas kewajiban
pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD
tahun anggaran berkenaan.

Pembayaran bunga atas utang yang dilakukan oleh SKPD/unit
SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah dianggarkan pada SKPD/Unit SKPD yang
melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah bersangkutan.

Pembayaran bunga atas utang yang dilakukan oleh pemerintah
daerah dianggarkan pada SKPD yang memiliki fungsi Pengelolaan
Keuangan Daerah/SKPKD.

Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek.

. Belanja Subsidi

1)

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi
agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan
usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa
pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan
pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan
pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan
dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang
independen dan ditetapkan oleh Wali Kota.

5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan
yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan
penganggaran pemberian subsidi.

6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi
tahun anggaran berikutnya.

7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab
secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang
diterimanya, dan wayjib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada Wali Kota.

8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD
tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem
penyediaan air minum mengacu pada peraturan perundang-
undangan.

10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha
mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

11) Ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian subsidi berpedoman
pada Perwali tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Subsidi.

. Belanja Hibah

1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran,
program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai
kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada
program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan
merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan
untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Hibah Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) berupa dana yang
digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi
satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana
program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai
beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada:

a) Pemerintah Pusat

(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan
kerja dari kementerian/lembaga pemerintah  non-
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah
yang bersangkutan.

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih
pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi
Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah
daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk
elektronik.

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk
elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu
Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja
negara.

(5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat
diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b) Pemerintah Daerah Lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

d) BUMD
Hibah kepada badan wusaha milik daerah diberikan dalam
rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah
Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak
dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan
dan lembaga:

(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan
oleh Menteri, Gubernur atau Wali Kota; atau
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(c) yang Dbersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok  masyarakat
/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala
satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

(@) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala
desa setempat atau sebutan lainnya; dan

() berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang
berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah
Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah
daerah pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:

(a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia;

(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah yang bersangkutan; dan

(c) memiliki  sekretariat tetap di daerah yang
bersangkutan.

f) Partai politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada

partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan

kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b) Dbersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak
tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) partai politik;

(4) sumber dana dari pemerintah pusat atau bantuan
keuangan dari Pemerintah Provinsi; dan/atau

(5) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas wusulan tertulis yang

disampaikan kepada Wali Kota.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas

penggunaan hibah yang diterimanya.

Ketentuan pelaksanaan mengenai pengelolaan belanja hibah

berpedoman pada Perwali tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan

Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.

f. Belanja Bantuan Sosial

1)

6)

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena
alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup
dalam kondisi wajar.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari risiko sosial.
Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan Keuangan Daerah  setelah  memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
mengalami risiko sosial; atau
b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok,
dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagai dampak risiko sosial.
Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
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12)

13)
14)
15)
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Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin,
yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut
usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri
pahlawan yang tidak mampu.
Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak
mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi
kelompok masyarakat kurang mampu.

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama,

alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon

penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan

dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian

objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak

dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada
calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki
identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan
setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan
setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas
dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian
bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial
ditujukan  untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.



17)

18)
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(2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang
atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.

(4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk
menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber
mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi.

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas
bantuan sosial yang direncanakan kepada Wali Kota melalui SKPD
sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
Ketentuan pelaksanaan mengenai pengelolaan belanja bantuan
sosial berpedoman pada Perwali tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.

3. Belanja Modal

Ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

C.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah;

mencapai batas minimal kapitalisasi aset;

berwujud,;

biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal,

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset
tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal
kapitalisasi aset tetap mengacu Perwali yang mengatur tentang
kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan.
Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
sampai aset siap digunakan.



- 18 -

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,
dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap
yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah
Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset
tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa
aset tidak berwujud dengan kriteria:

1) dapat diidentifikasi;

2) tidak mempunyai wujud fisik;

3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa
atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual;

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan

5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

4. Belanja Tidak Terduga

Ketentuan Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta
untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik pemerintah daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
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3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD,
kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat

bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana,

pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih
dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan
penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status

keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat

ditetapkan oleh Wali Kota sampai ketetapan tahap tanggap darurat
selesai.
d. Keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan,
seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran
telepon, air, listrik dan internet.

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, biaya perkara, pembayaran kewajiban karena putusan
pengadilan, biaya pengambilan putusan pengadilan dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum

tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau

Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam

Perda tentang APBD tahun berkenaan.
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Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan

oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan
daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT
kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya RKB.

. Belanja tidak terduga dapat digunakan untuk mendukung

pengendalian inflasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Belanja tidak terduga dapat digunakan untuk mendukung program

strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek,

dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai

keadaan darurat, maka menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan
sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan wulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan

diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan

darurat dilakukan dengan tahapan:

1) Wali Kota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana
alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial,
kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2) berdasarkan penetapan status Wali Kota dan/atau dokumen lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD
yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan
rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD; dan

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang
membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan
belanja.

.Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai

keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari

belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang
membidangi, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang
membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-
SKPD; dan
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3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Perwali tentang Penjabaran APBD untuk
selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak
dilakukan perubahan APBD atau perubahan APBD telah terlewati.

n. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan

mendesak dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang
membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-
SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Perwali tentang Penjabaran APBD untuk
selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah
melakukan perubahan APBD.

Pengelolaan belanja tidak terduga mengacu pada Perwali mengenai

tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
belanja tidak terduga.

Ketentuan pelaksanaan mengenai pengelolaan belanja tidak terduga

berpedoman pada Perwali tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

5. Belanja Transfer
Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a.
b.

Belanja Bagi Hasil; dan
Belanja Bantuan Keuangan.

Ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

a.

b.

Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan
sub rincian objek.

Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan
daerah.

. Belanja Bagi Hasil

1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan kota kepada pemerintah Daerah
lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam
rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya
guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima
bantuan keuangan.
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3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4) Bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan kepada Daerah kabupaten/kota lain; dan

b) bantuan Keuangan Daerah ke Daerah provinsi.

5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus:

a) Bantuan keuangan bersifat umum  peruntukan dan
pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah
dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan
oleh pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan
sepenuhnya kepada penerima bantuan.

c) Dalam hal pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah
desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak
menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan,
pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa sebagai
penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan
kepada Pemerintah Daerah selaku pemberi keuangan khusus.

d) Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan bersifat
khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping
dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa
penerima bantuan.

6) Ketentuan pelaksanaan mengenai pengelolaan belanja bantuan
keuangan berpedoman pada Perwali tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan
Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

E. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Umum

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah terdiri atas:

1) penerimaan pembiayaan; dan
2) pengeluaran pembiayaan.

b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Terkait hal tersebut, Perwali ini mengatur beberapa ketentuan sebagai

berikut:

a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pembiayaan daerah.

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.

c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran
atau menutup defisit anggaran.
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2. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

O Q0o

SiLPA;

pencairan Dana Cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

penerimaan Pinjaman Daerah;

penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

a.

SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan
penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan,
penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan
akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak
tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran
Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari
jenis SILPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Pencairan Dana Cadangan

1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan
bersangkutan.

3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi
penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio
yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

S) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan
dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7) Penerimaan  hasil bunga/jasa  giro/imbal hasil/dividen/
keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau
penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat
berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual
beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman
yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
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2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan
penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas
penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun
anggaran berkenaan.

3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:

a) pemerintah pusat;

b) pemerintah daerah lain;

c) lembaga keuangan bank;

d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
e) masyarakat.

4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:
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pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

penyertaan modal daerah;

pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

a.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan
untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.

2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan
pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari
seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan
dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian
pinjaman.

3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan
dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya
kewajiban dimaksud.

5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi
untuk pembayaran cicilan pokok utang, Wali Kota dapat
melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau
setelah perubahan APBD.
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b. Penyertaan Modal Daerah

1)

2)

3)

S)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada
badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara,
badan usaha swasta dan/atau koperasi.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian

daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi,

sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:

a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha;

b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan
usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu;

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;

e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan
usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari
penyertaan modal daerah;

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
penyertaan modal daerah.

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa
investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa
investasi langsung.

Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan
dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara
penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian
pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya
dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan
bukan bank.

Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi
langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat
investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah
bersangkutan.

Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun
APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Perda
mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Perda ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Wali Kota
dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan
investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan
anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban
penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan
dan pengawasan.

Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan
pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perwali.
Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak
diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan
modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan  dengan Perda  mengenai penyertaan  modal
bersangkutan.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan
dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah
melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan
modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan
investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen
rencana kegiatan investasi.

Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku
pengelola investasi untuk disetujui oleh Wali Kota.

Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah
daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah
daerah sebelum melakukan penyertaan modal.

Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan
oleh penasehat investasi pemerintah daerah.

Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah
berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan
analisis risiko.

c. Pembentukan Dana Cadangan

1)

2)

3)

4)

5)

Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak

dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah

kecuali dari:

a) DAK;

b) pinjaman daerah; dan

c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola

oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang

pembentukan dana cadangan.
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6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran
pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

7) Perda tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya
penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran
dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan
ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan
tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

8) Perda tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum
persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD atas rancangan
Perda tentang APBD.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan
pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah
pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik
negara, koperasi, dan/atau masyarakat.

2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRD.

3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan
PPAS.

4) Ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian pinjaman daerah
berpedoman pada Perwali tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman
Daerah.

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan

pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pembiayaan Neto

Ketentuan terkait pembiayaan neto:

a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan.

b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT

Ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang
APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari

penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang
APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:

sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

pencairan dana cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

pinjaman daerah; dan

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

°poop

. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun

anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang
ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit

APBD pada tahun berikutnya.

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

penyertaan modal Daerah;

pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembayaran cicilan pokok wutang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam
pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan
dengan pengeluaran Pembiayaan.

>0 T

G. KETENTUAN SILPA

1.

2.

Pengganggaran Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo
nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD
menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, harus dimanfaatkan untuk
penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang
dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah
dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD
menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, maka dilakukan
pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan
merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub
kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program,
kegiatan dan sub kegiatan.
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BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. KERANGKA PENGATURAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dari penganggaran yang
ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan
atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-proses
sebagai berikut:

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

Penyiapan DPA-SKPD

Anggaran Kas dan SPD

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

A ol

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan

daerah adalah sebagai berikut:

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam
APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola
oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan
pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerah tersebut.

2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang
atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan
anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan
kewenangan pejabat yang bersangkutan.

4. Wali Kota dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain
dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran

atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran

tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran

atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan SPD.

Wali Kota dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas

Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan

kewajaran/kepatutan pelaksanaan anggaran, maka PA, KPA, PPTK, PPK-

SKPD/PPK Unit SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan

Pembantu, Pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara

pengeluaran/penyiap gaji/penyiap dokumen serta pembantu PPK-

SKPD/PPK Unit SKPD diberikan honorarium dalam 1 (satu) tahun

anggaran paling banyak 12 (dua belas) bulan dari seluruh kegiatan

dan/atau sub kegiatan yang dikelola.

Untuk pelaksanaan APBD, Wali Kota menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat
pertanggungiawaban;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

a. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

b. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

c. Bendahara Khusus; dan

d. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD antara lain Pejabat

Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Keputusan Wali Kota tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan

APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas diatur sebagai berikut:

1.

Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.

Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.

Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan
melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala
adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka Wali Kota
menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada
tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola
keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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B.PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH
1. Ketentuan Umum

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap
uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka pengelolaan
uang daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) pada bank umum yang sehat. Penatausahaan Kas Umum Daerah
dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara
Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penatausahaan ini meliputi:
Pembukaan RKUD

. Pembukaan Rekening Operasional

Pembukaan Rekening SKPD

. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek
Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

MmO A0 T

2. Ketentuan Pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah adalah
sebagai berikut:

a. Pembukaan RKUD
Wali Kota dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menunjuk bank umum
yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang sehat adalah
bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan
untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Wali Kota juga harus
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Reputasi Bank
Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya,
bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus-
kasus lain yang merugikan nasabah.
1) Pelayanan Bank
Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan
memadai, kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi serta
dapat melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan
dan penyetoran pajak, dan lain-lain.
2) Manfaat
Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan
daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan
masyarakat.

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti
dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan
pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat:

1) jenis pelayanan yang diterima;

2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;

3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;

4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;

5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
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6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
7) kewajiban menyampaikan laporan; dan
8) tata cara penyelesaian perselisihan.

Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas Umum
Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa
giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada
bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang
diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah.

. Pembukaan Rekening Operasional

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan

rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang sama
dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Wali Kota.

1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan
sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme
penerimaan pendapatan daerah.

2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening
Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka
rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud setelah mendapat
persetujuan Wali Kota.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening
pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau
sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah. Perintah
pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud dituangkan
dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat
penanggungjawab pada Bank yang terkait.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional

penerimaan adalah sebagai berikut:

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima
setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara
penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan
oleh bendahara penerimaan.

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening
bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke
Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada
akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antara
Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional adalah

sebagai berikut:

1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening
yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
sesuai rencana pengeluaran.
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2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak
ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP,
penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran
serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan bendahara
pengeluaran pembantu.

c. Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai berikut:

1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank
atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan
untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah
dan belanja daerah.

a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai
dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan
pendapatan daerah.

b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk mempermudah
mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening

Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka

rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

SKPD pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung
penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan.
Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD
tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah
oleh bendahara penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas
nama bendahara penerimaan SKPD.

3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang
yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang
persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh
bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka
atas nama bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara
pengeluaran pembantu SKPD.

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat
dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. Investasi
jangka pendek merupakan investasi  yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas
dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas)
bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito
berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang
dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara
(SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
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Investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui
Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.

1)

2)

Deposito
Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh
bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki persyaratan
tertentu salah satunya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang
di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasa
dari deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari
tabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas
daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai
penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank
Pembangunan Daerah. Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan
daerah, Deposito Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian
atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap
saat diperlukan.
Surat Utang Negara
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya
oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh
pemerintah pusat antara lain untuk membiayai defisit APBN serta
menutup kekurangan kas jangkapendek dalam satu tahun anggaran.
Surat Utang Negara terdiri atas:
a) Surat Perbendaharaan Negara
b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan

12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
Obligasi Negara
Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan
dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka pendek
adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara karena
berjangka waktu di bawah 12 (dua belas) bulan. Tata cara investasi
dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-undangan
tentang SUN.
Sertifikat Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka
waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem
diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap
penjualan SBI ditentukan oleh mekanismepasar berdasarkan sistem
lelang.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan
melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas
daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Sebelum  mengalokasikan kas umum daerah ke dalam
investasijangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan
dalam waktu dekat (idle cash).

BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka
pendek kepada Wali Kota. Rencana ini mencakup jumlah dana yang
akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil
analisa pemilihan investasi.
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4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas
rencana investasi jangka pendek, Wali Kota menetapkan jenis
investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat
Keputusan Wali Kota.

5) Berdasarkan surat keputusan Wali Kota tersebut BUD menerbitkan
Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan
pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang
dipilih.

6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum
Daerah paling lambat per 31 Desember.

. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan
daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan oleh
Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Bagian 1: Penerimaan RKUD

1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, BUD
mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada kolom
tanggal dan kolom nomor bukti.

2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas
Umum.

Bagian 2: Pengeluaran RKUD

1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran
uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen surat
perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA.

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas
Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor
bukti.

Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah
yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah
menyampaikan laporan tersebut kepada Wali Kota melalui sekretaris
Daerah. Dokumen-dokumen yangdihasilkan oleh penatausahaan dan
bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar
dalam membuat laporan BUD.

3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

1) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

2) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja
pertama setiap minggunya kepada Wali Kota atau dapat diserahkan
sesuai kebutuhan.

4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah
membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D secara
otomatis diperoleh dari sistem aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
yang terintegrasi.
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3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain sebagai
berikut:
a. Buku Kas Umum BUD

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAMN .......co..
BUKLU KAS UMUM
Perdode: o e e
No. Bukti Uraian Penerimaan |Pengeluaran Saldo

Ditiapkan oleh,
BUD/Muasa BUD
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. Laporan Posisi Kas Harian

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Tahun Anggaran.........
Hari
Tanggal :
Periode
No. Bukti Transaksi
; i Peneri I
No P20 1S | Ginlain Uraian enerimaan | Pengeluaran
Jumiah
Perubohan Posisi Kas hari ini
Posisi Kas (H-1)
Posisi Kas (H)

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:
SaldoBank1 :Rp

SaldoBank2 :Rp Disiapkanoleh,
dst. :Rp BUD/Kuasa BUD
Total Saldo Kas*: Rp :
0
Nama

L[] —
*Totol Soido Kos horus somo dengan Posisi Kos (H)
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c. Rekonsiliasi Bank

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
REKONSILIASI BANK
Tahun Anggaran.........

1. Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku R s asenionss
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank Rpcs s onrsasss

Selisih Rpoocasasa

Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat ole h Buku,
belum dicatat oleh Bank
a. STS No..... BP s
b. Bukti lain yang sah R iaii;
¢ Dst.... RPuuis esesssassas snsnnan s RPuuis esssssssas nannan s

B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku,
belum dicatat oleh Bank
a. SP2DNo.... B
b. Bukti Lain yang sah R i s ooz
¢ Dst....

C. Penerimaan yang telah dicatat ole h Bank,

belum dicatat oleh Buku
a. NotaKredit No..... D sivusismrsiaieiss
b. Pendapatan Bunga {1 SO SIS
¢. Pendapatan Jasa Giro R G
d. Bukti lain yang sah RP cooses sousasnoonss biomonss
e. Dst..... 1| T—— 3§ T

53—

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,

belum dicatat oleh Buku
a. Nota Debit No..... 1] NN
b. Biaya Administrasi Bank 3]«
¢. Bukti Lain yang sah ) I—
d. Dst..... Rp......

P sasassusrawss

Bendahara Umum Daerah
3
&
Nama

NIP: ..........
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C.PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS
1. Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran
yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak
ketiga yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah

sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari
setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti
PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)
dan/atau PPN;

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Wali Kota, DPRD, ASN, dan Pegawai Lainnya,
simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan
kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian;

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh
pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu
pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya
atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain
uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila
ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang
jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini
pemerintah daerah;

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi
belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari
dokumen kelengkapan transaksi.

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan
sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga
(PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak
dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya
disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di
bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka
waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan
sebagai berikut:

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui
uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
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Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak
ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak,
digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban
pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan
SKPD yang ditetapkan.

Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran
kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran
dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

b.

1)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran
belanja melalui UP/GU/TU/LS.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1)

3)

Kas Transitoris yang melekat pada transaksi

Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan

lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan

langsung oleh bank.

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga

atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan

pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan
yang telah ditentukan.

Jaminan

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia
barang/jasa ke rekening RKUD.

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia
barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya
kepada pemerintah daerah.

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah
BUD yang berisi:

(1) Perintah Pencairan Uang;

(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa
penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya.

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada
pihak ketiga.
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b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan
menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang
bersangkutan.

c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang
sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

D.PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)

1.

Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
rencanapendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang
terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

Penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Perwali tentang Penjabaran APBD, PPKD
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk
menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3
(tiga) hari setelah Perwali tentang penjabaran APBD ditetapkan.

b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-
hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam
menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:

1) Pendapatan, belanja, dan  pembiayaan SKPD  yang
digunakansebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;

3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan,
subkegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;

6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat
pemberitahuan Wali Kota dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang
telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat
pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:
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Rancangan Ringkasan DPA-SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD
yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan
menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan
SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis
belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah
penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA
Pembiayaan.

Rancangan DPA-Pendapatan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan.

Rancangan DPA-Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja
menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan
dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja
SKPD.

Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat
jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan
subrincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan
SKPD.

. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

Formulir yang digunakan wuntuk menyusun DPA penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun
anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan
dan pengeluaran Pembiayaan.

Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD

a.

b.

Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan

rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat

6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi

rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi

antara lain:

1) standar harga satuan yang ditetapkan Wali Kota dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

2) analisis standar belanja;

3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana
otonomi khusus.

Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD

melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil

penyempurnaan kepada TAPD.
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Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang
telah mendapatkan persetujuan sekretaris Daerah.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:

3.1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD

KOTA TARAKAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...........

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas
seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
a. Nama D
b. NIP s
c.Jabatan :..................
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Tarakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran .......

Kode Nama Formulir

DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD

DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarakan,........cccoeveeeiineennnnnnn.
Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah PPKD,
il [
" H
] 8
Nama Nama
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3.2 Format DPA-SKPD

KOTA TARAKAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...........

URUSAN PEMERINTAHAN DX i

BIDANG URUSAN D & o ST
ORGANISASI 1D o: & o QNI
Pengguna Anggaran:
a. Nama e
b. NIP e,
C. Jabatan e,
Kode Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
Tarakan,........ccoeeveiviiineinnnnn..
Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah PPKD,
il [
A )
o] o]
Nama Nama
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3.3 Ringkasan DPA-SKPD

Halaman ............
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ;
KOTA TARAKAN ok
Tahun Anggaran..... T
Organisasi P EREER. s sl

Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan

Kode Jumlah
Uraian
Rekening (Rp)
1 2 3
Pendapatan
Belanja
Surplus/(Defisit)
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto
Rencana Realisasi Rencana Penarikan
Penerimaan per Bulan *) Dana per Bulan #) Jtanggal.........
Januari | - o, NSRRI Januari Rp.............. | Pengguna Anggaran
Februari 13 o R Februari Bp. o
Maret RpP..ccouneenns Maret RpP..c.cvnunnn. 3 &!
April Rp..... April Rt auiian v o
Mei Bpcaaii. Mei B ucccamnnsnes
Juni RpP..covenrnen. Juni | 1] PR Nama
Juli |4 Juli Rp.... NIP: cocisinses
| Agustus 14 s AR Agustus | % « NPT
September | 3 o PR September BB s s Mengesahkan,
Oktober Rposcasu. Oktober Rp ol PPKD
November Rp..cceannnen. November Rp....
Desember Rp. Desember | o o B = L
Jumlah Rpi. il Jumlah Rp.... o]
Nama
HIPY iocsivnsis
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan | Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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3.4 Format DPA-Pendapatan SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-
PENDAPATAN
KOTA TARAKAN SKPD
Tahun Anggaran......

Organisasi @ XXX .ieeeeae

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Rekening Volume Satuan = (Rp)

Jumlah
Eencana Realisasi Pendapatan per Bulan®)
Januari RPuvveesieisnsenseninnee cvesernnn tBNggAL ...
Februari 1 — Pengguna Anggaran
April 14 + T
Me1 RD.ooioeeeneeeesearanns Nama
Juni T R
Juli R
Agustus S Mengesahkan,
September T PPKD
Oktober Rp i o
November R
Desember R i Nama
Jumlah Rpsnisinaseiing NIP: ..........
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesuai periodisasi SPD
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3.5 Format DPA-Belanja SKPD

— S Halaman..
DOEUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH Formuilar
KOTA TARAKAN DPA-BELARIA
Tahun AREEATAN . . SKPD
L5 1 r XN KRR A e AR
Rekapitulas Dokumen Pelaksanain Belanjs Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kode Jumlah
Tahun o
gle| =
igi;iii e L35 | tabuan- | e | s | 5% | et | | tubume
13 55 E 3 E Oyrasi | blocisl Terduga Tramsler
1 T Jafa i [ ] i [l 50 T 12 1] 14
Urusan ...
Bedang Urusan ..
Sub Kepatan ..
Kegatan ..
Sub Kepatan ..
Bielasya Peaunjang Urusan
Urusan ...
Hedang Urusan
Sub Kegatan
Kepatan .
dut ..
Belanys Pemumang Urusan
dt ...
Urusan
Bidarg Unasan
P'n"lm -
Kepatan
Buib Ke glatan ...
dat ..
ke patan
dst ..
Belanja Peounjang Unusan
dst ...
dat ..,
Jumlah
I Erncana Prnankan Dana per Bulan®)
ATIIAT] T — Janggal.......
Febraan
[ Mt Disiapian aleh,
April FFED
hics
Jur
Lals
Agutus
[Sepember
Uikctober Hama
‘hﬂ'ﬂﬂ' i
Desember
| Jumlah | Bp oo

") Sesusi dengan periodisas SPD
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3.6 Format DPA-Rincian Belanja SKPD

Halaman.............

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA TARAKAN
Tahun Anggaran......

Formulir DPA-
RINCIAN
BELANJA SKPD

Nomor DPA ... .. iiiiinnnn.

Urusan Pemerintahan : x

Bidang Urusan D OXXX. ..

Program DONONM. ..

Kegiatan DM MM eeieiiae e aaaas
Organisasi R = PO
Unit DON.NX .

Alokasi Tahun -1 : Rp. .(terbilang)

Alokasi Tahun : Rp. .(terbilang)

Alokasi Tahun +1 : Rp. .(terbilang]

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan:

Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan

Lokasi

: [Provinsi sampail Kecamatan, Kabupaten / Kota sampai Desaf Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan

: [Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan /sub kegiatan)

Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai........
Keterangan
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
; Urai -
Relkening raLan Hosfislen f Satuan Harga PPN (Ep]
Volume
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Sub Kegiatan IOMLNMLMN

Sumber Pendanaan

Lokasi

: [Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampail Desa/Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan

; [Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan /sub kegiatan)

Wakty Pelaksanaan  : Mulai Samupai

Ketcrangan :

Kode Rincian Perhitungan Jumlah

Rekening Uraian Koefisien/ Satuan Harga PPN (Ep)
Volume
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Renecana Penarikan Dana per Bulan®)
Januari o cerresetBAREEAal.........
Februar | 4 Pengpuna Anggaran
April 3
Mei 5 P Nama
Juni | NIP: ...
Juli 54 P
Apustus 53 Mengesahkan,
September | 54 = PP PPED
Oktober |33 = T .
November |4 P
Desember | Namn
Jumlah P NIP: ........
Tim Anggaran Pemerintah Dacrah:
MNo. Mama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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3.7 Format DPA-Pembiayaan SKPD

Halaman...........

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPA-
PEMBIAYAAN

KOTA TARAKAN
Tahun Anggaran......

SKPD

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Organisasi O oo o v o O T Ty PG D
Kode : Jumlah
. Uraian
Rekening (Rp)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah
Rencana Kealisasi Pendapatan per
Bulan*)
Januari o VY - < ,tanggal.........
Februari |8 s RO R e Pengguna Anggaran
Maret RDississsvinsasorssissinased
April BRI woa e saumosisobasansny ﬁ
Mei T Nama
Juni R escasaissiveadsavisaenva NIPZ. wvvoes
Juli Ry
Agustus Rbisissniniivvivsionavevad Mengesahkan,
September IO s sanensuamienseavass PPKD
Oktober IR B A A el o g‘%
November T -
Desember RO sronvvecsmmavaimaises Nama_
Jumlah|Rp..........cccccvuuunnnnns NP oo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan |Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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E.PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum
Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap
periode.
Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:

a.

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan
daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang
datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas
SKPD.

Terkait hal tersebut di atas, diatur sebagai berikut:

a.

Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah
daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek
pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap
bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan
penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan
setiap bulan.

Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah
daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek
setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas
belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk
setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah
ditetapkan.

Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja
dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas
keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran
pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap
bulan.

Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar
penyusunan SPD.

Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

b.

Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD
dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD
paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama
2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan
menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
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2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan
dana dalam DPA-SKPD.

e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi,
menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah
daerah kepada PPKD selaku BUD.

g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah
daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak
dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut:

3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

KOTA TARAKAN
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN ...

Halaman....
Anggaran Triwulan| Trivitlan | Triwulan Il Triwuan IV
Kode Rekening Uraizn Tahun i (Ro) (Ro) (Re) (Bp)

{Rg) Jan Feb Mar At Mei Jun Jul Ags | Sep | Ok Now Des

Saldo kvl Kas

Pendapatan Asli Daarah

FajakCacrah

- Retribusi dagrah
- Dst.....

Pendapatan Trans'er

- Transfer Pamaringh Fusat

- D5t

Dst

Penerimaan Pembiayaan

Panggunaan SlIPA...
Dst..

Jumlah Pendapatan dan Pererimaan Pembiayaan

Jumiah Mlokas Ks yang Ters adia unuk Pengaluaran |

Alokasi Balanja dan Pengaluaran Pamiiayazn

Belanja perasi

- Balanjz Pagawal

- Biaya Barang dar lasa
- Dst

Belanja Moda

- belanjz Modal lznah

Belanja Tidak Tenduga

Belanja Transfer

Pengzluzran Pambiayazn

- Pamipayaran (il an Pakok Utang
L] S—

Jumlah Alokasi Bdanja dar Pengeluaran Pemibayaan pe Bulan

Jumiah Mlokasi Balanja dar Pangsluaran Pemb ayaan pa Triwulan

Sisa Kas fjumlah alokasi ks
Balanj: dan Pengaluaran P

ia untk pengaluaran setelsh dikurangi
riwlan}
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3.2 Format Anggaran Kas SKPD

KOTA TARAKAN

ANGGARAN KAS SKPD

et by Meadasate 08 % Provamant
Prssti it 1 B Bt

eyt byt Wodigate v ey
Pt e omelan

Truigas biviata Band o Moo it
R gt By 001000

o D put it

ot et Be v e 00 Begr
La-To Ly T

weigt byt b and L a'na Wigr ey
gt v i
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F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

1. Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan

tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) atas pelaksanaan APBD.

PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah;

c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam
DPA SKPD; dan

d. Persetujuan Wali Kota untuk belanja selain belanja rutin, belanja yang
bersumber dari DAK dan Bantuan keuangan.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD

untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, Perwali ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut:

a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD
atau unit SKPD setiap periodik.

b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat
melakukan perubahan SPD atau dokumen yangdipersamakan yang
bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang
menyelenggarakan fungsi SKPKD.

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat
kondisi sebagai berikut:

1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaandarurat
termasuk keperluan mendesak.

3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran
berikutnya.

d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data,
sertapenggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas
pemerintah daerah.
b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD
untuk disahkan.
c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala
SKPD.
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3. Dokumen Terkait
[ustrasi dokumen SPD sebagai berikut:

3.1 Format SPD

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR.. v iismsssisssisosia
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

PPKD SELAKU BUD

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanjasub kegiatan tahun anggaran ....... berdasarkan
DPA SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan anggaran kasyang telah ditetapkan, perlu disiapkan

nendanaan densan menerhitkan Surat Penvediaan Nana (SPN)
Mengingat : 1. PeraturanDaerah................ tentang penetapan APBD/PAPBD Provinsi/Kabupaten/

MEMUTUSKAN:
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota............. ,Tanggal........... Bulan...........
Tahun........ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
............. Menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:
1 Dasar Penyediaan Dana:

DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD S oo oo i Aok i e OSSN ok S i 0
2 Ditunjukan kepada SKPD s o e i s i
3 Kepala SKPD i S B ot i S el s e Vs ss
4 Jumlah Penyediaan Dana TR uue wuvaes sussas sussns vos sessas snssns snssns sus snsses sas
(TOIDHONG... .. v ami sy )
S Untuk Kebutuhan Bulancoliooisdosunong

6 ikhtisar Penyediaan Dana:
a. Jumlah DanaDPA-SKPD/ Perubahan  RP.......eecees seseee ses sessos ssesss sssess sas ssssss ase

DPA-SKPD (Terbiang. .o, )
b. Akumulasi SPD Sebelumnya B s S S L e
(TEIDIONG.........cocoeeeeermersermecer s cemensensemseessnsren sensem )
¢. SisaDanayang belum di SPD-kan R i s o e i i s o 460
(TEDOaNg s )
d. Jumliah Danayang di SPD-Kan 533t iNi R wesses cosses sesses sos sesses sessss sassas sus sasses sus
(Terbilang..........ooeeeeeemeeeeeeeeeee e s )
e. SisaJumiah Dana DPA- D oo o i s s i oo o i
SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang [Terbilong......- )
belum di SPD-kan

Ketentuan-ketentuan lain

Ditetapkandi...............

PPKD SELAKU BUD

S
a
o)

Tembuson disompoiken kepodc:
1. Inspektur Nama
NP s
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3.2 Lampiran Surat Penyediaan Dana

Lampiran : Surat Penyediaan Dana (SPD)

Nomor SPD SRR i
Tanggal
SKPD - AO— x
Periode :

Tahun Anggaran

Nomor dan Tanggal DPA-

SKPD/Perubahan DPA-SKPD

Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akumulasi |JumlahSPD|  Sisa
O™ Kode Nama | 2N | i [Periodetui| Angan

Jumlah

Jumlah Penyediaan dana Rpasanis
JEETTIEO  ursmmenrmrryspiomsncsmmmmesnsmsssommimsd

G.PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah
dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan
daerah.

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi
penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga,
penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku
bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. Semua tahapan
penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, aliran data, dan
penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.
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Bahwa penatausahaan pendapatan pada tahap penetapan, penerimaan
pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut:

a.

b.

Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan
penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan
pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.

Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.
Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau
nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat
tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD
menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya:

1) lebih dari 1 (satu) hari, dan/atau

2) atas nama pribadi.

Terkait hal tersebut di atas, Perwali ini mengatur beberapa ketentuan
sebagai berikut:

a.

Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran

pendapatan daerah, dapat dibedakan:

1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota;
dan/atau

2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapan).

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan
daerah, penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai
berikut:

1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh
Wali Kota, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan
sesuaidengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
(tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada
dokumen /bukti meliputi:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT);

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);



4)
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i) Surat Tanda Setoran (STS);

j) Nota Kredit dari Bank;

k) Surat Perjanjian;

l) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pembantu

dalammelakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat

dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara:

a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan
dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain
yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan
didokumentasikan dalam Register STS.

b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai
dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media
elektronik lainnya.

Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap

sahsetelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media

elektronik lainnya.

Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan
wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan
SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan
Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD
yang memiliki tugas dan
wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD
yang memiliki tugas dan
wewenang pengelolaan retribusi
Hasil Pengelolaan  Kekayaan Bendahara Penerimaan SKPD
Daerah yang Dipisahkan yang melaksanakan fungsi BUD,
Lain-lain Pendapatan Asli kecuali:
Daerah yang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan
Transfer Pemerintah Pusat retribusi tetap dikelola oleh
Transfer Pemerintah Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD
Hibah terkait
Dana Darurat 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh

Lain-lain  Pendapatan  Sesuai | BLUD terkait
dengan Ketentuan Perundang- |3-Pendapatan Hibah Dana BOS,
undangan Dana kapitasi dan pendapatan

lainnya yang dikelola oleh
Bendahara Khusus.
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tahap Penetapan dan Penagihan
Bagian 1 — Penetapan Pendapatan

1)

2)

Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Wali Kota atau

pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan

pendapatan daerah.

Penetapan pendapatan dapat berupa:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih

harus dibayar.

Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib

pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada

bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagai

dasar penagihan.

Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas

pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu

melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan

pendapatanberdasarkan dokumen penetapan.

Bagian 2 — Penagihan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual,
surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media
elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan piutang
sebagai berikut:

Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan
dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.
Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal
yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan.

Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak

yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah

Daerah.

Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada
pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima
yangditandatangani oleh pihak ketiga;

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen
kepada Bendahara  Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan PPK-SKPD.

Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;
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b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan
Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik
penagihan pendapatan.

Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis

sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media

lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki
kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

b. Tahap Penerimaan Pendapatan
1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/

S)

6)

7)

Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai

berikut:

a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat
tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah
uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada
dokumen penetapan.

c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan
Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak
ketiga.

Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai,

dilakukan sebagai berikut:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan
pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:

(1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;

(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah
ditetapkan pada dokumen penetapan.

Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang

telah melakukan pembayaran.

Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan

dengan cara:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas
penerimaan pendapatan SKPD; dan

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi sebagai berikut.

Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan

pendapatan yang diterima langsung RKUD.

Dalam hal penerimaan pemberitahuan /notifikasi tidak

diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan

wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang
diterima langsung RKUD;
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Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah
uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.
Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai
dianggap sah setelah PPKD melakukan validasi rekening koran.

a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan
melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui
kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia
jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non
bank.

b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic
Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking,
mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri
(ATM), internet banking, QRIS /Barcode, tapping, Electronic Data
Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi
berbasis elektronik lainnya.

c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.

c. Tahap Penyetoran Pendapatan

1)

Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan
penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1
(satu) hari.

Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening
Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pembantu,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening
RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
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3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara lain
sebagai berikut:

3.1 STS

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD.cseos
SURAT TANDA SETORAN (STS)
No. 5TS L—
Tanggal S
Bank LR
No. Rekening T
Penerimaan tanggal I

Harap diterima uang Seb esar RP ... e s ceve | EETDH BN e e srse o e s o s e st s o)
Dengan Rincian Penerimaan sebagai berikut:

No. | Kode Rekening Uraian Jumlah
JUMLAH
Menge tahui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Anggaran Penerimaan Pembantu
Y U
A A
o] o
Nama Nama

| [ — [ [ —
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3.2 Register STS

0 PEMERINTAH KOTA TARAKAN
* SR PO
-’ s 33 TAHUN ANGGARAN
REGISTER TS
LT 10T, T —
No.| No.STS Tanggal | Kode Rekening Uraian Jumiah Saldo Ket
Disetujui oleh, Disiapkanoleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Bendahara Penerimaan/
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Y Y
P )
o] 0]
Nama Nama
| ||/ — ) [ R—
H.PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum
Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan
pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang
menjadi kewenangannya.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya.

Dalam hal tidak terdapat Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu, maka penatausahaan keuangan dilakukan oleh
Pejabat Penatausahaan Keuangan.
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Terkait hal tersebut di atas, Perwali ini mengatur beberapa ketentuan
sebagai berikut:
g. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah
menggunakan buku-buku sebagai berikut:
1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
2) Register STS
3) Buku Kas Umum
4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank.
h.Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan
menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan,
antara lain:
1) Tanda Bukti Penerimaan
2) Surat Tanda Setoran
3) Nota Kredit Bank
4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan
dokumen di atas
i. Prosedur pembukuan penerimaan pendapatan:
1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai.
2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening
bendahara penerimaan.
3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum

Daerah.

d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data,
sertapenggunaan dan penyajian dokumen yang  dilakukan
secaraelektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai

1) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda
Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan
sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada
Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.

3) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non

Tunai.

1) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai
berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi

perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum
(BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
2) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu

mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai
(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
pengeluaran.

3) Bendahara = Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
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c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

1)

2)

Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan
(nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah
divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di
sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.
Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain
sebagai berikut:

3.1 Buku Kas Umum

o™ TAR.% PEMERINTAK KOTA TARAKAN

No.

L
TARUN ANGGARAN....nr
N BUKU KAS UMUM
Periede: s s
Kode
Tanggal | No. Bukti Uralan Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Rekening

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu

Disetujui oleh, Disiapkanoleh,
Pengguna Anggaranf Bendahara Penerimaan/
KuasaPengguna Bendahara Penerimaan
gy odg
Al H
0! E@
Hama Nama

NIP: s ||| P
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3.2 Buku Pembantu Kas Tunai

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD.....c.e 3
TAHUN ANGGARAN......... -
BUKU PEM BANTU KAS TUNAI
PEriode: ceeeemeneas
No. | Tanggal | No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan /
Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan
¥ b
£l A
o 2]
MNama Nama
]| — ]| CR—

3.3 Buku Pembantu Bank

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SKPD.vverremes
TAHUN ANGGARAN....cceiene
BUKU PEMBANTU BANK
Periode: uueniiaaes
No. | Tanggal | No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Disetujuioleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/
KuasaPengguna Bendahara Penerimaan
" =
B -
Q 9]
Nama Nama




- 66 -

[. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung
jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.
Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Bendaharamemuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan  pertanggungjawaban  Bendahara  Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Perwali ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara
administratif kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal
10 bulan berikutnya.

c. Laporan  pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara  Penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut
dilampiri dengan:

1) BKU;

2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran;

3) Register STS;

4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah;
5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi
dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan
dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:

1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PA.
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bagian 1 — Bendahara Penerimaan Pembantu

1)
2)
3)

4)

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
penutupan BKU.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan
dan Penyetoran.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan
Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan
bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara
Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bagian 2 - Bendahara Penerimaan

1)
2)
3)

4)

S)

6)

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan
BKU.

Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan
Penyetoran.

Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti
penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang
dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu.

Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam
proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif

1)

2)

3)

Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PA. LPJ
tersebut dilampiri dengan:

a) BKU

b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c) Register STS

d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda  bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

b) Meneliti transaksi penyetoran  beserta tanda  bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

Jika  PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau

ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada

Bendahara Penerimaan.
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4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap
dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan
tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara
Penerimaan kepada PA.

5) PA melakukan proses otorisasi terhadap LPJ Bendahara
Penerimaan yang telah diverifikasi.

c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional
1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan
(approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD;
2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi
penerimaan.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban  bendahara
penerimaan antara lain sebagai berikut:
3.1 LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
SKPD
PERIODE
A. Penerimaan | R
1. Tunai melalui bendahara penerimaan. | i——
2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu RO eeassimscs
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan R o
4. Melalul ke rekening kas umum daerah o —
B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) |
C. Jumlah penyetoran RO wsscsnsomis
D. Saldo Kas di Bendahara RO nivimin
1. BendaharaPenerimaan Rk
2. BendaharaPenerimaanPembantu ...... RO eiicsaass
3. BendaharaPenerimaanPembantu...... | p——
& Ot RO ssicismmios
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
¥ Y
- B
0] 0]
Nama Nama
)| F— )| [ —
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3.2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Periode! s wimss
PENDAPATAN PENERIMAAN PENYETORAN
Ne. Kode
Nama Rekening | Tanggal | MNo.Buki | Jumiah | Tanggal No. Bukti Jumlah
Rekening
1
2
3
4
5
6
7
g
9
10
11
12
13
14
15
16
Jumilah Penerimaan:
Tunai iRp
Non Tunairek SKPD :Rp
RKUD :Rp
|'mm :Rp
Jumlah Penyetoran:
Tunai iRp
Trangdfer :Rp
TOTAL Rp
Saldo Kas di Bend Penerimaan:
Tunai : Rp
|Bank : Rp
Disetujui aleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/
Anggaran Bendahar Penerimaan
[T
El A J
— 8
Nama Nama

HIP: cores e NIP: e e
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J. REKONSILIAST PENERIMAAN

1. Ketentuan Umum
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD

melakukan  verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan.

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
Terkait hal tersebut di atas, Perwali ini mengatur beberapa ketentuan
sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:

1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan;

2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan;

3) analisis capaian realisasi penerimaan;

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban,
PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik
yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah

sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi
RKUD.

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data setiap bulan.

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi
penerimaan.
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3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai berikut:

Rekonsiliasi Penerimaan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
REKONSILIASI PENERIMAAN

TAHUN ANGGARAN ..covvrsersssnrs

A.  Pendapatan Daerah berdasarkan LP) Bendahara Penerimaan Rp.

B. Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu
B Rp.
I Rp.
¢.Dst Rp.
Total Rp.
C.  Emor/Kesalahan Pencatatan Penerimaan
Bisimatpasinuimmtia Rp.
| R B Rp.
¢. Dst Rp.
Total Rp.

K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

1. Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi

daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar

(SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan

daerah.

Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai

berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
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Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Perwali ini mengatur beberapa ketentuan
sebagai berikut:

a.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun

sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun;
dan

2) objek penerimaan daerah yang sama.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

2) rekomendasi APIP;

3) rekomendasi BPK-RI;

4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak
ada upaya hukum lainnya; dan/atau

5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses

verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.

2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
yang sudah disampaikan.

Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil

verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus

didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)

atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain

pajak daerah dan retribusi daerah.

PA berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya

yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan

retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran

pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah

kepada BUD.

Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan

pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat

Perintah  Pembayaran (SP2) wuntuk pengembalian kelebihan

penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.

Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Tahap Penerbitan SKLB
1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas
penerimaan pendapatan daerah.
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2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan
pendapatandaerah.

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan
pendapatan daerah

Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan

Penerimaan Daerah:

1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun
tahun sebelumnya

2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama
Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada
rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD
akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan
pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja
tidak terduga.

c. Tahap Penyesuaian Pencatatan

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama,
Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan
terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan
daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya,
Bendahara  Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.

L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

1. Ketentuan Umum

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kota yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.



- 74 -

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan

diundangkan dalam lembaran daerah.

Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan

darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan pembayaran setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA/KPA beserta bukti transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib

menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan

tidak dipenuhi.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanakannya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai

wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Perwali ini mengatur beberapa ketentuan
sebagai berikut:

a.

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit
SKPD.

Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.

Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran
/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran
belanja,PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening
PPTK.

PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
1) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan
rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

b) PPTK menyiapkan NPD.

c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
PPTK.

2) Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan
belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya.
Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan
belanja secara materiil.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri
dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai
bahan pertanggungjawaban belanja.

c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan
pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan
dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan wuang panjar, PPTK melakukan pengembalian
kelebihan uang panjar secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara
Pengeluaran.

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang
dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak
penyedia barang/jasa.

2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan
bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara
materiil.

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD.

4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja
disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi.
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7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah,
Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai.

8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindah bukuan
dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara  pengeluaran/bendahara  pengeluaran  pembantu
melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanjaterkait telah disediakan.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan
atas pencatatan/pendaftaran BMD.

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
bukti transaksi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,
Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan
perbaikan atau penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ
Penggunaan UP.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain

sebagai berikut:

Nota Pencairan Dana

SKPD...caaevaen
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
—_ [ [ o T-ORPPRR F- |  - - f - | -

Jenis NPD : O Panjar O Tanpa Panjar
PPTE H

Program e

Kegiatan

Sub Kegiatan

MNo. DPA

Tahun Anggaran

Rindan Belan ja:

No | Kode Rekening Uraian Anggaran Sisa Anggaran Pencairan
Jumil ah
Disetujul aleh, Disiapkan ole h,

Pengguna Anggaran/Kuasa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengguna AngEaran

!
A 5 A
o] &)
MNama MNama

NWF:......... [ ] Li-——
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M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

1. Ketentuan Umum
Besaran UP merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan
dalam keputusan Wali Kota berdasarkan perhitungan besaran UP yang
dilakukan oleh BUD.
Jenis UP terdiri atas:
a. UP Tunai; dan
b. UP KKPD.

Perhitungan penetapan besaran UP untuk setiap SKPD adalah sebagai

berikut:

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak
menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan
besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran
anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ

UP

1) Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan
penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal,
belanja tak terduga, dan belanja transfer.

2) Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan
UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan
DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.

3) Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ
UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman
tahun-tahun sebelumnya.

4) Menentukan besaran UP dengan rumus:

Rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan
Besaran UP = Proyeksi frekuensi pengajuan LP] UP dalam setahun

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu
anggaran SKPD
Menetapkan batas maksimal nilai UP paling banyak 20% berdasarkan
pagu anggaran yang dimiliki SKPD.

3. Ketentuan pelaksanaan mengenai pengunaan KKPD berpedoman pada
Perwali tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah.
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N.PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN

1. Ketentuan Umum

Pelimpahan UP adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran

untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan

untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD,
khususnya yang dikelola oleh KPA. Pelimpahan UP digunakan untuk
membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini muncul

karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran

Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran

menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai

berikut:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD
dan harus mendapatkan persetujuan dari PA.

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit
SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh KPA serta waktu pelaksanaan
kegiatan.

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada
buku-buku terkait.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. PA menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan usulan dari
Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada PA melalui KPA.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh PA,
Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku
terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan

pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar

pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.
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3. Batas maksimal penggunaan UP untuk belanja modal sebesar
Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

O.PERMINTAAN PEMBAYARAN

1. Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal

pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus

sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan
pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

b. Pengajuan SPP kepada KPA disampaikan Bendahara Pengeluaran
Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan SPD.

c. Pengajuan SPP kepada KPA disampaikan Bendahara Pengeluaran
Pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen
lainyang dipersamakan dengan SPD.

d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.

e. SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
terdiri atas SPP TU dan SPP LS.

f. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP
UP diajukan dengan melampirkan keputusan Wali Kota tentang
besaran UP.

g. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP
GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan
UP.

h. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

i. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP
UP/GU.

j- Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana
penggunaan dana.

k. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

1. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk pembayaran:

1) gaji dan tunjangan;
2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
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3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.
Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Perwali ini mengatur beberapa ketentuan
sebagai berikut:

a.

b.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan

UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali

dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan

pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;

2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS;
dan

3) besaran anggaran SKPD.

Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Wali Kota tentang

besaran UP dan disertai dengan pernyataan PA bahwa wuang

persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengajuan

SPP-UP terdiri atas:

1) surat pengantar SPP-UP;

2) ringkasan SPP-UP;

3) rincian SPP-UP;

4) surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada
kuasa BUD;

S) rincian penggunaan UP; dan

6) keputusan Wali Kota tentang besaran UP pada SKPD dilingkungan
Pemerintah Daerah.

Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah

diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran

UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU/lembar SPP;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub
rincian objek/daftar rincian tanggung jawab bukti pertanggung
jawaban yang ditandatangani PA;

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan UP/Surat
pernyataan tanggung jawab PA;

4) lembar SPP;

S) lembar SPM;

6) fotokopi DPA;

7) fotokopi Kuitansi;

8) surat pernyataan verifikasi;

9) surat pernyataan kelengkapan dokumen;

10) checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK
SKPD;
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11) rekap penggunaan GU;

12) rekap penggunaan GU nihil dan disertai fotokopi bukti
pengembalian sisa UP yang disetorkan ke RKUD jika ada sisa
penggunaan dana;

13) bukti bayar melalui ATKP; dan

14) bukti pembayaran dari SPBU untuk Bahan Bakar Minyak.

Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait

lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu.

TU dapat digunakan untuk kegiatan di luar daerah yang berskala

nasional seperti kegiatan APEKSI dan Dekranasda.

Pengajuan permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam

SPP TU yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU/lembar SPP;

2) Rincian belanja yang diajukan TU nya sampai dengan sub rincian

objek;

lembar SPM;

surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

fotokopi DPA,;

fotokopi Kuitansi;

surat pernyataan verifikasi;

surat pernyataan kelengkapan dokumen;

checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani Oleh PPK-

SKPD;

10) surat Persetujuan Wali Kota apabila TU Lebih dari 25% (dua puluh

lima persen) kegiatan dimaksud,;

11) rekap Penggunaan TU;

12) rekap Penggunaan TU Nihil dan disertai fotokopi bukti

pengembalian sisa TU ke RKUD Jika ada sisa Penggunaan dana;

13) bukti bayar melalui ATKP untuk TU Nihil; dan

14) pertanggungjawaban TU nihil diajukan paling lambat 1 (satu)

bulan kalender sejak SP2D TU diterbitkan.

Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari

RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji

dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan

transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa
melalui rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu).

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran
antara lain:

1) hibah berupa uang;

2) bantuan sosial berupa uang;

3) subsidi;

4) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan

yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
5) pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas putusan
pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
6) Pengadaan barang/jasa pemerintah;
7) Pengadaan tanah; dan
8) Biaya perjalanan dinas.
Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai
dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk

pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

L2
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

a) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota;

b) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP
tersebut kepada PA melalui PPK-SKPD.

c) Pengajuan pengunaan UP untuk perjalanan dinas sebagai berikut:
a) Persetujuan pejabat yang berwenang dalam bentuk Telahaan

Staf atau disposisi pada undangan,;

b) Surat tugas; dan

c) Surat Perjalanan Dinas.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui
PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban UP.

3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan
oleh Bendahara Pengeluaran.

4) SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit
30% (tiga puluh persen).

5) Pembayaran pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan
nilai Rp.50.000.000 dapat dilakukan dengan mekanisme SPP-GU
UP Tunai.

6) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang
disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:

a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang
lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

b) Pengajuan Permintaan GU yang di dokumentasikan dalam SPP-
GU.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai
TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk
memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi
persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU
sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang
didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU.
PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan
persetujuan.

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja
TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan
permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Keputusan
Wali Kota.
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2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar
pengajuan permintaan pembayaran TU.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen
yang mendasarinya.

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam
SPP-TU;

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan
a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai
dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan
Tunjangan.
b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
pejabat sesuai kewenangan;

(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai
yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
meliputi:

(@) gaji induk;

(b) gaji susulan;

() kekurangan gaji;

(d) gaji terusan;

(e) keputusan pengangkatan CPNS;

(f) keputusan pengangkatan PNS;

(g) keputusan kenaikan pangkat terakhir;

(h) keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

(i) keputusan kenaikan gaji berkala terakhir;

(j) surat pernyataan pelantikan terakhir;

(k) surat pernyataan melaksanakan tugas;

() daftar keluarga (KP4);

(m) fotokopi surat nikah;

(n) fotokopi akte kelahiran;

(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji;

(p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

() surat pindah; dan

(r) fotokopi akte kematian;
Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan
peruntukannya.

c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan

dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi
rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara lain:
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(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa
anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah

disediakan;
(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.
Berdasarkan  hasil  verifikasi, Bendahara  Pengeluaran

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan
Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan
Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA melalui
PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Perjalanan Dinas

a)

b)

PPTK menyiapkan syarat kelengkapan sebagai dokumen
pengajuan permintaan pembayaran LS Perjalanan Dinas.
Ketentuan dokumen perjalanan dinas sebagai syarat
kelengkapan pengajuan permintaan pembayaran LS Perjalanan
Dinas berpedoman pada Perwali tentang Pedoman Perjalanan
Dinas.

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

a)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan LS Pengadaan Barang/Jasa dengan mengacu

kepada dokumen pengadaan. Kelengkapan dokumen pengadaan
dirinci sebagai berikut:

(1) Pembayaran pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai
paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan
melampirkan:

(a) kontrak berupa bukti pembelian/pembayaran;
(b) berita acara pemeriksaan barang/jasa lainnya;
(c) Dokumentasi; dan

(d) berita acara serah terima barang/jasa lainnya.

(2) Pembayaran pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai
paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
dengan melampirkan:

(a) kontrak berupa kuitansi;

(b) berita acara pemeriksaan barang/jasa lainnya;
(c) Dokumentasi; dan

(d) berita acara serah terima barang/jasa lainnya.

(3) Pembayaran Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling
banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), Pengadaan
barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai
paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan
pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan
melampirkan:

(a) Kontrak berupa Surat Perintah Kerja;

(b) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya;

(c) berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya;

(d) dokumentasi; dan

(e) berita acara serah terima barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
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(4) Pembayaran pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah),
pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit
di atas Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan untuk
pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di
atas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan
melampirkan:

(a) Kontrak berupa Surat Perjanjian;

(b) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya;

(c) berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya;

(d) dokumentasi; dan

(e) berita acara serah terima barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

(5) Pembayaran pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing
dengan melampirkan:

(a) kontrak berupa Surat Pesanan untuk pengadaan barang;

(b) kontrak berupa surat perintah kerja (SPK) atau surat
perjanjian untuk pekerjaan konstruksi/jasa
konsultansi/jasa  lainnya, apabila membutuhkan
pengaturan kontrak yang lebih rinci;

() Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan
konstruksi/jasa  konsultansi/jasa lainnya  apabila
membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci;

(d) berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya;

(e) dokumentasi; dan

(f) berita acara serah terima barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

(6) Pembayaran uang muka kepada penyedia barang/jasa terdiri

dari:
(a) Surat Permohonan pembayaran uang muka dari
penyedia;

(b) Surat penyataan penggunaan uang muka;

(c) RAB penggunaan uang muka;

(d) Jadwal pelaksanaan uang muka;

(e) Jaminan uang muka;

(f) Kontrak berupa Surat Perintah Kerja/Surat

Perjanjian/surat pesanan; dan

(g) berita acara pembayaran uang muka.
Kelengkapan dokumen di atas berlaku juga untuk persyaratan
pengajuan permintaan pembayaran pengadaan barang yang
merupakan barang hibah, barang bantuan sosial atau barang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana belanja pengadaan barang/jasa dengan
langkah antara lain:
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(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja pengadaan barang/jasa yang akan diajukan
telah disediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
pengadaan barang/jasa yang akan diajukan tidak melebihi
sisa anggaran;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan
pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan
dokumen pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan

pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang/Jasa

yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan

Barang/Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK-

unit SKPD.

4) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS atas penerima terlampir
terdiri atas:

a)

b)

Tambahan penghasilan/insentif dan honorarium dengan syarat
kelengkapan terdiri atas:
(1) Keputusan Wali Kota/Keputusan Sekretaris Daerah/Surat
Tugas dengan ketentuan:
1) Keputusan Wali Kota untuk tim yang beranggotakan
instansi pemerintah di luar pemerintah Daerah;
2) Keputusan sekretaris Daerah untuk tim yang
beranggotakan SKPD di lingkungan pemerintah Daerah;
3) Surat Tugas untuk Petugas Pendukung Kegiatan/Acara,
meliputi:
a) narasumber/pembahas;
b) moderator;
c) pembawa acara/ Master of Ceremony;
d) pembaca doa;
e) rohaniawan;
f) petugas keamanan dari unsur TNI/POLRI;
g) petugas kesehatan;
h) petugas kebersihan/ cleaning service;
i) penari/pengisi hiburan;
j) pawang hujan;
k) penyambut tamu secara adat; dan
1) pendukung kegiatan/acara lainnya.
(2) rekapitulasi pergolongan;
(3) daftar penerima tambahan penghasilan/insentif dan
honorarium;
(4) daftar lampiran penerima disertai nomor rekening dan
jumlah nominal; dan
(5) ID Billing pajak dan Iuran Wajib Pegawai.
Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam bentuk
TPP obyektif lainya dengan syarat kelengkapan terdiri atas:
(1) surat keputusan Wali Kota;
(2) daftar lampiran penerima disertai nomor rekening dan
jumlah nominal;
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(3) hasil rekonsiliasi PAD dengan seluruh SKPD pemungut pajak
daerah dan retribusi daerah, dan seluruh bidang pada
SKPKD; dan

(4) ID Billing pajak.

pengajuan permintaan pembayaran Akomodasi dan konsumsi

dengan syarat kelengkapan terdiri atas:

(1) undangan;

(2) daftar hadir;

(3) dokumentasi/foto kegiatan;

(4) berita acara serah terima kegiatan;

(5) berita acara pembayaran; dan

(6) ID Billing pajak.

5) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya

a)

b)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu
kepada Keputusan Wali Kota dan dokumen pendukung lainnya.
Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung
berdasarkan keputusan Wali Kota dan/atau dokumen
pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara
pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangakan
diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan
keputusan Wali Kota dan/atau dokumen pendukung
lainnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS

kepada Pihak Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-

LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak

ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK-

Unit SKPD.

6) Pembayaran pengadaan barang/jasa melalui pedagang/merchant yang
tergabung dalam Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik /Marketplace, sebagai berikut:

a)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di
masing-masing SKPD dapat menggunakan Kartu Kredit
Pemerintah yang bersumber dari UP, dari pemegang RKUD yang
bekerja sama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara dalam
rangka pelaksanaan belanja;
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Untuk transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan
Rp.10.000.000 kelengkapannya berupa Surat Bukti
Pengeluaran/Pembelian, PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK dan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
tidak perlu meminta bukti pendukung pertanggungjawaban
kepada penyedia barang/jasa, berupa:

1) surat perintah kerja/surat perjanjian dan kontrak;

2) meterai;

3) cap penyedia; dan

4) tanda tangan penyedia

Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak
pusat dan/atau pajak daerah atas transaksi melalui toko
daring/online retail termasuk Bela Pengadaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:

a. SPP-UP
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMIOL © coiceniennerisencesserirs e iersenians
Uang Persediaan
SPP-UP
1. NamaSKEPD il
2. NamaPengguna Anggaran ]
3. Nama Bendahara Pengeluaran ]
4. NPWP Bendahara Pengeluaran
5 NamaBank il e
6. Nomor RekeningBank il s,
7. Untuk Eeperluan
8. Dasar Pengeluaran SPD
Sebesar:
[Terbicmg
No Uraian
| |
1 1
1
Tangzal © coocovvervieiierieians NOmor: ..oeeveveeveeecenen. | B
Tanggal @ .oveiiini e Nomor: ......ccocceeieee e | R
{11 SRR |4+ §
n |SP2D Sebelumnya
Tanggal @ .oooveserieiens v Nomor: ..ooocevvevivnnene. | B
Tanggal : .ocoeev e erie e Nomor: ......ccoceeeveee e | B
[ T | TUTPRPRTRRURT | 21 <N
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran vang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kel engkapan dokumen SPP ini,
......... tanggal.........
Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)
(nama lengkap
NIP.
Lenibar Asli : Untuk Pengguna AnggaranPPE-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 ; Untuk Bendahara Pengeh@aran
Salinan 3 ; Untuk Arsip Bendahara Pengeuaran
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b. SPP-GU
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOIMOTL & ooiiiiviin i s
Ganti Uang Persediaan
SPP-GU
1. Nama SKPD S 1 PP
2. Nama Pengguna Anggaran s
3. Nama Bendahara Pengeluaran S OO PP UP PPN
4,  NPWP Bendahara Pengeluaran s
3. Nama Bank O
6. Nomor Rekening Bank 31 [
7. Untuk Keperluan s
8. Dasar Pengeluaran |SPD.......... Nomor: .....ccceenen tanggal .....cooeennnn
Sebesar: Bp e
[ TerDilang. ..... ccovioviees s i e |
No Uraian
I I
1 1

1 |SPD

Tanggal @ ... NOMOT? oo Rp

Tanggal Nomor REp

| T Dgt: e s Ep.
I |SP2D Sebelumnya

Tanggal : ... Nomor: ......ccoceeeceeeeeee. |Rp.

Tanggal @i NOMOr: .., Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang dipedukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli: Untuk PenggunaAnggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeliaran

Salinan 3 ; Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

NOMOL ¢ 1vvvevieveresvresrreressenns

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1.

2,

OO LI O

3.

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4,

BB 0. 00044

=1 (=2 on

8.

(st

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

0.

XKLL XK

10.

dst

Terbilang : #4 ... TUDIGH # 8

Mengetahui /Menye tujui:
Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap|

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
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c. SPP-TU

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOITIOT & v e crea s e s e aaes
Tambahan Uang Persediaan
SPP-TU
1. Nama SKFD/Unit Kerja
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan
3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran | S ] i e
4. Nama PPTK
5. Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahama Pengeluaran Pembantu | : ] 000 e s o
6. NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
7. Nama Bank
8. Nomor RekeningBank il e e
9, UntukKeperluan Ll e e s
10. Dasar Pengeluaran SPD NOMOr: .o tangeal
Sebesar: Rp
[TerBilimg coovve e e v e e
No Uraian
T T
I I

1 |SFD

Tangeal @ v [ 55175 1 o, Rp.

Tangeal @ v NOMOE oo e Rp.

DISE ¢ s reeiees rrnrrenes | . Rp.
I |SP2D Sebelumnya

Tangeal @ .o MOMOT v e Ep.

Nomor e |Bp.

Dst e v

DSt i e, Rp.

*ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperdukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

[tanda tangan)

[nama lengkap)
NIP,

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPE-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu

{tanda tangan)

[nama lengkap)
NIP,
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PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
NOMOL & v

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Kode Rekening

Uraian

Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1.

2.

XKL XL XXX

3.

dst

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

4.

AL B 0 H.0.0.0.8.0.4.4

| [ on

HXL KL XL XL XRX

8.

dst

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 3

9.

AL B00.0.0.0.8.0.4.4

10.

dst

Terbilang : #% ..o.ovvsivievsnnnnn, TUPIAH #

Mengetahui/Menyetujui:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

(Tempat, Tanggal)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu

(Nama Lengkap)
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d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOIMOT & e ee e s aranes

Langsung Gaji dan Tunjangan

SPP-LS
1. Nama SKPD/Unit Kerja
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan
3. Nama Pengguna Anggaran /Kuasa Pengpuna Anggaran = |t ] i
4, Nama FPTK
5. Nama Bendahara Pengeluaran L il e e
6. NPWP Bendahara Pengeluaran
7. NamaBamk il e e
8 Nomor Rekening Bank
9. Untuk Keperluan
10. Dasar Pengeluaran SFD .......... N ormor: tanggal ....ocoocvien
Sebesar Rp
[TErEEIG oo ivieesciierien e e iees s e e ine
No Uraian
| |
| |

I |SPD

Tanggal @ e NOMOE e e Rp.

Tanggal @ .ocviviriivinrimmsarisnies Nomor Rp.

DSt v e | Rp.
II |8P2D Sebelumnya

Tanggal @ (v, NOMOE .o v ieneen | R

Tanggal @ ovvvevin NOMOE v e crie Rp.

Dst DSt oo Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

[nama lengkap
NIP.

Lem bar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-S5KPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Urtuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Urtuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTE

Bendahara Pengeluaran

ftanda tangan)

[nama lengkap)

NIP.
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PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN
Nomor @ ..o
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1, PR R

2, AR RO R

3, |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4. | ouon

5, PR OO RN

f, | LR

7| e

g [dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

g, JK.300 KK LK XX

10, [dst

Terbilang : ## ...cooooevievvrrernen TUpiah # 4

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
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e. SPP-LS Barang/Jasa

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOIMIOT § oot vt e e rans

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS
1. Nama SKPD/Unit Kerja
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan
3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengpana Anggaran
4., Nama PPTK
5. Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
7. Nama Bank
8. Nomor Rekening Bank
9. Untuk Keperluan

10. Dasar Pengeluaran

Sebesar Rp
No Uraian
] ]
1 1
I |SPD
Tanggal @ ovvvveeiviir e NOMOE o.ovvcvieeieriers e | R
Tanggal @ v NOomor ..oocviinn i |Rp.
I8 [0 F: Y T Rp.
II |SP2D Sebelumnya
TangEal @ e e e HOMIOT s v cereen s Rp.
Tanggal Nomor: Rp.
DEL: i | Rp.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

(nama lengkap
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Angaaran/PPE-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTE
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PFTK

Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran

Pembantu

Itanda tangan)

inama lengkap)
NIP.
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PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

NOMOT © vovvevevei e eee e e

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian

Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1 0 KO 30 KO XX

2 0 KO 30 KO XX

3. [dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4 |00 00 K0

5. | XKL XK

f, 030K XK. XKL KKK

7. | 300 X0 KX XXX

g, |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

g, |3.308 XX, XX. XX.X0X

10, |dst

Terbilang : #% ...coooovvivvvvvivrenrn, TUDIGH ##

Mengetahui /Menyetujui:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

(Tempat, Tanggal)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu

[Nama Lengkap)




f. SPP-LS Pihak Ket
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iga Lainnya

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMIOT § tiiiiiiiiiiiirsiirenireieiressirsaeieses

Langsung Pihak Ketiga Lainnya

SPP-LS
1. Nama SKPD/Unit Kegja Ll e st s s
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan =~ Ll
3. Nama Pengpuna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran | 0] e
4. Nama PPFTK bt
5. Nama Bendahara Pengeluaran
6. NPWP Bendahara Pengeluaran
7. Nama Bank
8 MNomor RekenmmgBank Lt s
9. Untuk Keperluan bt s
10. Dasar Pengeluamn 3PD .......... Nomor: ......cooooveve. tanggal
3ehesarn Rp
[Terblan ..ot i
No Uraian
1 :
1 |SPD
Tangeal @ ... s NOMOT: .. e Ep.
Tanggal @ ..o, Nomor: .o Rp.
Dst: i, Dst: e Rp.

II |SP2D Sebelumnya

Tanggal @ oo e I OITIOT: o vevscveeeeeerins cernnns Rp.
Tanggal @ ..o MOIMIOT! .ooes e e Ep.
Dt r Dt e Ep.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPE-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

Bendahara Pengeluaran

tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya

NOMOT & 1o
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

], [R-XEXEXR XX XXX

3. dst

Nama kegiatan/Sub Kegiatan 2

4, [%30 30030 XX, XXX

5. [x-00000 0. 0

b, [%-30030030000¢ 00

7 [ %0000 0 0

g, [dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

0|30 30030 300 00K

10, |dst

Terbilang : #% ..oooovrsnrvesnn, TUPIGR # 4

Me ngetahui/ Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

[Nama Lengkap) (Nama Lengkap|
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P. PERINTAH MEMBAYAR

1. Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki PA/KPA untuk
belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar
didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD
yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah
membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

ketentuan perintah membayar diatur sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP yang
telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU.

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU
kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK-SKPD /PPK Unit
SKPD melakukan verifikasi atas:

1) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan
dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
2) ketersediaan dana yang bersangkutan.

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran
atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak
menerbitkan SPM-LS.

g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi
tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan diatur sebagai berikut:

a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan SPP dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

b. Perintah pembayaran diajukan oleh PA kepada Kuasa BUD dan
didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-
Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan pembayaran.

c. Jenis SPM terdiri atas:

a) SPM-UP

b) SPM-GU

c) SPM-TU

d) SPM-LS Gaji dan Tunjangan

e) SPM-LS Pengadaan Barang/Jasa
f) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya wuntuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.
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g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota.

h. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan
pencatatan pada register SPM.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Perintah Membayar UP

1)

2)

Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan surat keputusan Wali Kota.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD

menyiapkan  rancangan = Perintah  Membayar UP  yang

didokumentasikan dalam draf SPM-UP untuk ditandatangani oleh

PA.

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)

hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

c) ringkasan SPP UP;

d) rincian SPP-UP;

e) surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D
kepada Kuasa BUD;

f) rincian penggunaan UP; dan

g) Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP pada SKPD di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA

sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) tercantum dalam

Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Perwali ini.

Format surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD sebagaimana

dimaksud pada angka 3) huruf b) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwali ini.

b. Perintah Membayar GU

1)

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan

UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara

Pengeluaran dengan langkah berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkaittidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanjaterkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan
dokumen perpajakan terkait;

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU,LPJ
Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan
dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.



3)

4)
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Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD
menyiapkan  pengajuan  Perintah @ Membayar GU  yang
didokumentasikan dalam draf SPM-GU untuk ditandatangani oleh
PA.

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua)

hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) surat pernyataan tanggung jawab PA;

b) surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapan dokumen;

c) lembar SPM;

d) fotokopi DPA;

e) fotokopi Kuitansi;

f) surat pernyataan kelengkapan dokumen;

g) daftar rincian tanggung jawab bukti pertanggung jawaban yang
ditandatangani PA;

h) rekap penggunaan GU;

i) rekap penggunaan GU nihil dan disertai fotokopi bukti
pengembalian sisa UP yang disetorkan ke RKUD jika ada sisa
penggunaan dana; dan

j) bukti bayar melalui ATKP.

Format surat pernyataan tanggung jawab PA sebagaimana

dimaksud pada angka 4) huruf a) tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwali ini.

Format surat pernyataan kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud pada pada angka 4) huruf f) tercantum dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwali ini.

Ketentuan syarat kelengkapan pengajuan SPM-GU perjalanan

dinas berpedoman pada Perwali tentang Pedoman Perjalanan

Dinas.

c. Perintah Membayar TU

1)

2)

3)

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai

dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD /PPK-Unit

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta

perbaikan dan/atau  penyempurnaan kepada  Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1

(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar

TU yang didokumentasikan dalam draf SPM-TU untuk

ditandatangani oleh PA/KPA.



4)
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PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan

dilengkapi:

a) surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

b) surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

c) lembar SPM;

d) fotokopi DPA;

e) fotokopi Kuitansi;

f) surat pernyataan kelengkapan dokumen;

g) checklist Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani Oleh
PPK-SKPD;

h) surat Persetujuan Wali Kota apabila TU Lebih dari 25% (dua
puluh lima persen) kegiatan dimaksud,;

i) rekap Penggunaan TU;

j) rekap Penggunaan TU Nihil dan disertai fotokopi bukti
pengembalian sisa TU ke RKUD Jika ada sisa Penggunaan
dana;

k) bukti bayar melalui ATKP untuk TU Nihil;

]) pertanggungjawaban TU nihil diajukan paling lambat 1 (satu)
bulan kalender sejak SP2D TU diterbitkan; dan

S5) Format surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA sebagaimana

dimaksud pada pada angka 4) huruf a) tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwali ini.

d. Perintah Membayar LS

1)

2)

3)

4)

Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi

dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD /PPK-Unit

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkaittidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c) Meneliti  kelengkapan  dokumen sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem;

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung;

e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta

perbaikan dan/atau  penyempurnaan kepada  Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1

(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar

LS yang didokumentasikan dalam draf SPM-LS untuk

ditandatangani oleh PA/KPA.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan

dilengkapi:



a)
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Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

b) Surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD yang

dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

5) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan sebagai berikut:
a) untuk SPM-LS gaji dan tunjangan syarat kelengkapan:

(1) pembayaran gaji induk;

(2) gaji susulan;

(3) kekurangan gaji;

(4) gaji terusan;

(5) uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji
induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/
tewas;

(6) surat keputusan calon pegawai negeri sipil;

(7) surat keputusan pegawai negeri sipil;

(8) surat keputusan kenaikan pangkat;

(9) surat keputusan jabatan;

(10) kenaikan gaji berkala;

(11) surat pernyataan pelantikan;

(12) surat pernyataan masih menduduki jabatan;

(13) surat pernyataan melaksanakan tugas;

(14) daftar keluarga (KP4);

(15) fotokopi surat nikah;

(16) fotokopi akte kelahiran;

(17) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;

(18) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

(19) surat pindah;

(20) surat kematian;

(21) surat setoran pajak PPh Pasal 21; dan

(22) nomor rekening bank pihak ketiga.

b) untuk SPM-LS pengadaan barang/jasa pemerintah dengan

)

syarat kelengkapan berupa:
(1) ID Billing disertai faktur pajak (PPN dan PPh) dan Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD).
) kuitansi;
) ringkasan belanja;
(4) resume kontrak;
)

(5) jaminan uang muka/pelaksanaan/pemeliharaan dan
kartu garansi;

(6) berita acara pembayaran;

(7) surat pernyataan verifikasi;

)

)
(8) surat pernyataan kelengkapan dokumen; dan

) checklist Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh
PPK-SKPD.
Format ringkasan belanja sebagaimana dimaksud pada
huruf b) angka (3) tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwali ini.

d) Format resume kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf b)

e)

angka (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Perwali ini.

untuk SPM-LS bantuan sosial berupa wuang syarat

kelengkapan:

(1) SKPD terkait memverifikasi secara substansi proposal atau
permohonan bantuan sosial yang diajukan masyarakat,
lembaga, yayasan dan organisasi sesuai ketentuan;
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(2) jika sudah memenuhi persyaratan teknis dan melalui
proses verifikasi diterbitkan Keputusan Wali Kota tentang
pemberian bantuan sosial;

(3) SKPD terkait mengajukan bantuan sosial yang sudah
lengkap kepada Bendahara PPKD untuk diterbitkan SPP;
dan

(4) daftar lampiran penerima disertai nomor rekening dan
jumlah nominal, dikecualikan karena kondisi tertentu
nomor rekening penerima adalah nomor rekening Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kondisi tertentu
khusus untuk anak terlantar, gelandangan, pengemis,
orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), fakir miskin, lanjut
usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak jalanan
yang tidak memungkinkan membuat nomor rekening
bank.

f) untuk SPM-LS bantuan hibah berupa uang syarat kelengkapan:

g)

SKPD terkait memverifikasi secara substansi proposal atau

permohonan hibah yang diajukan oleh:

(1) perusahaan Daerah  bertujuan untuk menunjang
peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

(2) pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
layanan dasar umum; dan/atau

(3) badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok
masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

(4) jika sudah memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan
terkait dan melalui proses verifikasi diterbitkan Keputusan
Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Hibah;

(5) berdasarkan Keputusan Wali Kota, pemohon bantuan
hibah membuat surat pernyataan yang menyatakan
bersedia  mempertanggungjawabkan  bantuan  yang
diterima dan surat perjanjian hibah antara penerima
hibah dan Pemerintah Daerah; dan

(6) pembayaran bantuan hibah diberikan melalui mekanisme
Pembayaran Langsung (LS) langsung pada rekening
penerima bantuan hibah.

Format ringkasan belanja hibah/bantuan sosial sebagaimana

dimaksud pada huruf e dan f tercantum dalam Lampiran VIII

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwali

ini.

h) Ketentuan syarat kelengkapan persyaratan pengajuan SPM-LS

untuk bantuan sosial dan bantuan hibah berupa uang

berpedoman pada Perwali tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan

Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah

Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.

untuk SPM-LS Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk

kepentingan umum syarat kelengkapan:

(1) resume pengadaan/pembelian tanah;

(2) surat perjanjian pengadaan tanah;

(3) bukti kepemilikan/alas hak tanah;

(4) SPPT PBB 2 tahun terakhir;

(5) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
pemilik tanah;



(6)
(7)

(8)
9)
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gambar/sket lokasi tanah;

pernyataan bermaterai dari penjual bahwa tanah tersebut
tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
berita acara kesepakatan harga pengadaan tanah;
pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akte jual beli
dihadapan PPAT/Notaris;

(10) kuitansi pembayaran; dan
(11) nomor rekening bank pemilik tanah.

j) Format resume pengadaan/pembelian tanah sebagaimana
dimaksud pada huruf i) angka (1) tercantum dalam Lampiran
IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perwali ini.

k) untuk SPM-LS belanja tak terduga syarat kelengkapan:

(1)
(2)

(3)
(4)

(9)
(6)
(7)
(8)

9)

Keputusan Wali Kota tentang pernyataan terjadinya
bencana/tanggap darurat untuk kejadian/bencana;
rincian anggaran biaya/proposal yang diajukan dari tim
verifikasi;

telaahan staf dari SKPD terkait;

surat permohonan pembayaran dari kepala SKPD teknis
ke Wali Kota;

surat perintah pembayaran dari Wali Kota ke PPKD;
kuitansi dari SKPD teknis;

fotocopy kartu tanda penduduk kepala SKPD/sekretaris
dan bendahara;

fotocopy nomor rekening bendahara pengeluaran SKPD
teknis; dan

dokumentasi.

1) untuk SPM-LS atas penerima terlampir syarat kelengkapan:

(1)

Tambahan penghasilan/insentif dan honorarium dengan
syarat kelengkapan terdiri atas
(a) Keputusan Wali Kota/Keputusan Sekretaris

Daerah/Surat Tugas dengan ketentuan:

1) Keputusan Wali Kota untuk tim yang
beranggotakan instansi pemerintah di luar
pemerintah Daerah;

2) Keputusan sekretaris Daerah untuk tim yang
beranggotakan SKPD di lingkungan pemerintah
Daerah;

3) Surat Tugas untuk Petugas Pendukung
Kegiatan/Acara, meliputi:

a) narasumber/pembahas;
b) moderator;
c) pembawa acara/Master of Ceremony;
d) pembaca doa;
e) rohaniawan,;
f) petugas keamanan dari unsur TNI/POLRI,
g) petugas kesehatan;
h) petugas kebersihan/cleaning service;
i) penari/pengisi hiburan;
j) pawang hujan;
k) penyambut tamu secara adat; dan
1) pendukung kegiatan/acara lainnya.
(b) rekapitulasi pergolongan;
(c) daftar penerima tambahan penghasilan/insentif dan
honorarium;



m)
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(d) daftar lampiran penerima disertai nomor rekening
dan jumlah nominal; dan

(e) ID Billing pajak dan Iuran Wajib Pegawai.

(2) untuk SPM-LS insentif pemungutan pajak dengan syarat

kelengkapan terdiri atas:

(a) Keputusan Wali Kota;

(b) daftar penerima;

(c) hasil rekonsiliasi PAD dengan seluruh SKPD
pemungut dan seluruh bidang pada SKPKD; dan

(d) ID Billing pajak.

untuk SPM-LS Akomodasi dan konsumsi dengan syarat
kelengkapan terdiri atas:
(1) ringkasan belanja;
) SSPD;
) surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
(4) surat pernyataan verifikasi;
) surat kelengkapan dokumen; dan
) ID Billing pajak.
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3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:

3.1 SPM-UP
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan (UP)
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH KOTA TARAKAN Uraian
No. Jumlah |Keterangan
(No. Rekening)
Supaya menerbitkan SP2D Ke pada:
Jumlah|  Rp. .-
SKPD Informasi : (Tidak mengurangi umlah pembayaran SPM)
Bendahara/phak lain = @ o, Uraian
. No. Jumlah Keterangan
No. Rekening Bank L —— (No. Rekening)
Nama Bank b LN AN AL LR G
NEPWP et e amraar s sres s s Jumlah|Rp. ............-
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp. i
Jumlah Potongan Rp. i
Jumah Bp. .oveeire Jumlah Yang Dibayarkan 1 A
Uang Sejumlah: [.........ooooviiiiinnninnnns ]
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. ooy
U 7:117..:1
(terbilang) Pengguna Anggaran
(tanda tangan|
nama lengkap|
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPMini sah apabilatelah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
2.0 DN TT -

T IV OO




- 108 -

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang (GU)
Tahun Anggaran: No.SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH KOTA TARAKAN :
Uraian
No. Jumlah |Keterangan
(No. Rekening)
Supaya menerhitkan SP2D Kepada:
Jumlah|  Rp oo
SKFD Informasi : (Tidak mengurang jumlah pemhayaran SPM)
Bendahara /pihak lain Uraian
) No. Jumlah Keterangan
No. Rekening Bank (No. Rekening)
Nama Bank
NPWP Jumlah|Rp. ...
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan:
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp i
Jumlah Potongan Rp. .. _
Jumah Rp - Jumlah Yang Dibayarkan RO e
Uang Sejumlah: (....covvvevmminnsinnnnna)
Jumlah SPP Yang Diminta; Rp o
e e, tanggal L
(terbilang) Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
nama lengkap)
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPMini soh apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.3 SPM-TU
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tambah Uang (TU)
Tahun Anggaran; No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH KOTA TARAKAN Uralan
No. Jumlah |Keterangan
(No. Rekening)
Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
Jumlah|  Rp. v
SKPD Informasi : {Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
Bendahara/mhak lain Uraian
_f M : No. Jumlah Keterangan
No. Rekening Bank [No. Rekening)
Nama Bank
NPWP Jumlah|Rp. ...........-
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp. ...
Jumlah Potongan Rp. ....
Jumah Rp. oy Jumlah Yang Dibayarkan Fp. ...
Uang Sejumlah: ..ooev o))
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. v
we e ey ADEERL Ll
(terbilang) Pengguna Anggaran [Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
nama lengkap
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.4 SPM-LS
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Supaya me nerhitkan SP2D Ke pada:

Uraian
No.

(No. Rekening)

Jumlah

Keterangan

Jumlah

Informasi : (Tidak mengurangi umiah pembayaran SPM)

SKEPD
Bendahara/pihak lain Uraian
. No. Jumlah Keterangan
No. Bekening Bank @ i (No. Rekening)
NamaBank = 0 e
NPWP o e Jumlah|Rp. ..........
Dasar Pembayaran =
Untuk Ke perluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayatkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp o
Jumlah Potongan Rp. ..
Jumah Rp. oo Jumlah Yang Dibayarkan  |Rp. ...
Uang Sejumlah: (........ocovvieircrcnnnn, |
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. ooy
(terbilang) Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran
[tanda tangan)
[nama le ngkap|
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPM ini sah apabiln teloh ditondatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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Q.PERINTAH PENCAIRAN DANA

1. Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan
sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA.
Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional
mitra kerja untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran
kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan.
Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:

a.

b.
C.

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari

PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerja.

Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan;

4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
dan/atau

2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.

Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak

diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya

SPM.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat

Pernyataan  Verifikasi = PPK-SKPD/PPK-Unit = SKPD, checklist

kelengkapan dokumen PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan

verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM;

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA

apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak
tersedia.

4) kelengkapan persyaratan SPM tidak terpenuhi.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam

proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM

paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
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d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD

menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam

SP2D.

Kelengkapan dokumen penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD adalah:

1) lembar SPM;

2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA untuk ULP;

3) surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;

4) surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

S5) kuitansi;

6) ringkasan belanja;

7) resume kontrak;

8) resume pembebasan tanah (untuk pengadaan tanah);

9) ringkasan belanja hibah dan bantuan sosial (untuk belanja hibah
dan bantuan sosial);

10) berita acara pembayaran;

11) jaminan uang muka/pelaksanaan/pemeliharaan/kartu garansi;
dan

12) fotokopi SSPD.

Dalam hal tertentu Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa

Bendahara Umum Daerah berhak meminta dokumen pendukung

kelengkapan pengajuan pencairan dana kepada PA/KPA/PPTK/

Bendahara Pengeluaran.
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3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai berikut:

3.1 SP2D-UP

FORMAT SF2ZD - UP

KOTA TARAKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor : .................

MNomor SPM t Dari BUD/ Eunasa BUD

T 1 N PWP
AENgEa
BB Tahun Anggaran

Nama SKPD

Bank Permgirilll § oo aosmammasoansnmasanmmnmmasassmassansnsssassmasasssssssiasiissismnss
Hendaklah mencairkan / memindahbuloakan dari baki Rekening Nomor ... ... ... ...

Uang sebesar Rp ... ... ... (terbilang ; .ooioiieiie )

Kepada B ia4sH4SS4S94544 894964 554594 544544554894 85488
N PWP -
Mo Rekening Bank L et et e eieasesieasaiasaaans
Bank Penerima H

Keperluan Untuk L e e e aaeae e aeinaa aann

Fagu Anggaran R P

JUMLAH
NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN ®Rp)

1

2

3

Jumlah

Potongan-potongan:

Jumlah
IRp)

Nao. Uraian [Ne. Rekening) Heterangan

1.

2.

3.

Jumlah

Informasi: ffidok mengurongi jumloh pemboygoron SP20)

Jumlah
Rp)

Nao. Uraian [No. Rekening) HKeterangan

Flawl=

Jumlah

BPZD yang Dibayarkan

Jumlah yvang Diminta B i,

Jumlah Potongan 1 - T — -

Jumlah yang Dibayarkan BP -ooccveniiiinrinis

Uang Sejumlah:

Lembar 1 ) Bank ¥Yang Dditunjuke L tanggal ... ... ...
Lembar 2 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendabhara Umum Dacrah
Lembar 3 @ Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 Pihak Penerima
[rands tangan)

ma e e nekoap

NIP.
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3.2 SP2D-GU

FORMAT SP2D - GU

KOTA TARAKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Nomor SPM [ Dari - BUDJKuasa BUD
NPWEP
Tanggal

Tahun Anggaran

Nama SKPD

Bank PergiliIil @ oottt a ot siatse it sttt s s aa s teeaa e aas

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ... ...
Uang sebesar Rp ... ... ... {terbilarng & ..............)

Kepada

NPWP

No. Rekening Bank
Bank Penerima
Keperluan Uniuk

Pagu Anggaran R 4

JUMLAH
NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN

Jumlah)|

Potongan-potongan:

Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) (Rp) Heterangan

Jumlah|

Informasi: (tidak mengurangi fumiah pemboayaran SP20)

Jumlah

No. Uraian (No. Rekening) (Rp) Heterangan
1

bl Bl

Jumlah|

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta Bp iy -

Jumlah Potongan | 24 . -

Jumlah yang Dibayarkan Rp ... ..., -

Uang Sejumlah:

Lembar 1 Bank Yang Ditunjuk L . tanggal .. ... .
Lembar 2 Pengguna Anggaran /HKuasa Pengguna Anggaran KHuasa Bendahara Umum Dacrah
Lembar 3 @ Araip Kuasa BUD

Lembar 4 ; Pihak Penerima
(tanda tangan)

nama lengkap

NIFP.
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3.3 SP2D-TU

FORMAT SP2D - TU

KOTA TARAEKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor SPM : Doari

T ] NPWFP
ANEEA .

’ I'ahun Anggaran

Nama SKPD

BUD/ Kuasa BUD

LS T2l S o 18 o o o

Hendaklah mencairkan / memindahbulukan darn bald Relkening Nomor ... ... ... ...

Uang sebesar BRp ... ... ... fterbalarng & ... ... oo o)

Kepada D e e am e e naaeaaaa s
NPWP L e e eiadeaieaeaaaa
Mo. Rekening Bank R
Bank Penerima R

Keperluan Untuk -3

Pagu Anggaran

JUMLAH
NO KODE KEGIATAN /SUB KEGIATAN URAIAN (Rp)
1
2
3
Jumlah
Potongan-potongan :
Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) Keterangan
(Rp)
1.
2.
3.
Jumlah
Informasi: [fidok menguroaneg fumlad pembegeron SP210)
Jumlah
Nao. Urai an (No. Rekening) Keterangan
(Rp)
1.
2.
3.
4.
Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang Diminta | -
Jumlah Poton gan Bp o -
Jumlah yang Dibayarkan L34 - -

Usng Sejuml ah:

Lembar 1 Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 @ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 © Arsip Kuasa BUD

5

Loermbar : Pihak Penerima

.......... tangeal ... ... ...
Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

nama lengkap)
NIP
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3.4 SP2D-LS

FORMAT SP2D - LS

KOTA TARAKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Nomor @ .................
Nomor 3PM H Dari : BULY Kuasa BUD
, NPWP
Tanggal : :

Tahun Anggaran

Nama SKPD

L F=T 0 g 5 7= 5
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dar baki Rekening Nomor ... ... ... ...
Uang sebesar Rp ... ... ... (lerbilang @ ...............)

Kepada

NPWE

No. Rekening Bank
Bank Penerima 1 awrarmrmamravi e AT AT R AT AT RN
Keperluan Untuk b LSS A et s et b

Pagu Anggaran £
NO HODE KEGIATAN/SUB HEGIATAN URAIAN J'U:::;PAH
1
Jumlah
FPotongan-potongan:
Jumlah
Nao. Uraian (No. Rekening) Heterangan
(Rp)
1.
2.
3.
Jumlah
Informasi: fidok mengurngt pomloh pernbeoyoran SP20)
Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) Keterangan
(Rp)
1.
2.
3.
4.
Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yvang Diminta Rp . .oooiciiii-
Jumlah Potongan Rp ... -
Jumlah yang Dibayarkan RP oocoivviiiiinnnns .
Uang Sejumlah:
Lembar 1 Bank Yang Ditunjuke tanggal ... o
Lembar 2 @ Pengguna Anggaran/Huasa Pengguna Anggaran Huasa Bendahara Umum Daerah

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 @ Pihak Penerima
[tanda tangan)

nama lengkap)
NIP,
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R.PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. Ketentuan Umum
Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas
pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.
Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-
buku sebagai berikut:

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Kas Tunai

Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

Bukti transaksi yang sah dan lengkap

SPP UP/GU/TU/LS

SPM UP/GU/TU/LS

SP2D

Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

me R0 TP

Pao TP

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) Penerimaan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada
Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu
Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada
SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

2) Pelimpahan Uang Persediaan
Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku
Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang
dilimpahkan.

3) Pergeseran Uang Persediaan
Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di
bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi
pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.
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4) Pembayaran belanja oleh Bendahara
Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran = Pembantu  berdasarkan
bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non
tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu
Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek
Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

5) Pemberian Uang Panjar
Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti
pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  mencatat
pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK
di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank padasisi
pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

6) Pertanggungjawaban Uang Panjar
Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas
penggunaanuang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran
dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi

pengeluaran.
a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari
PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang
dikembalikan.

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di
Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada
sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

7) Belanja melalui LS

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS

denganmelakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan
sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada

BukuPembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS

sebesar jumlah belanja bruto.

8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a. Pada saat pemungutan/pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada
BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajakdi sisi
penerimaan.

b. Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada
BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi
pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri laporan
penutupan kas.
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3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen pembukuan bendahara
sebagai berikut:

3.1 Register SPP-SPM-SP2D

pengeluaran antara lain

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD v
TAHUN ANGGARAN.......
REGSTER SPP/SPM/SP20
Periode: i
|M Jens ) SPM F70) e s
(p/GU/Tu/s)| Tgl | Nomor | Tgl | Nomor | Tgl | Nomor W

Bendahara Penedmaan/
Bendahara Penerimaan

i
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PEMERINTAH KOTA TARAKAN

TAHUN ANGGARAN............

BUKU KAS UMUM
Periode: ... e

No.| Tanggal | No.Bukti Uraian

Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
terdiri dari:
a. Tunai IR S bt
b. Bank IR
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengeguna Anggaran/ Kuasa Bendahara Pengeluaran/
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
3
= R
et o
MNama Nama
MNIP: s e

L || JOR—
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3.3 Buku Pembantu Bank

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD........
TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU BANK
[ [T, —

No. Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
A ;. " .
o] o)
Nama MNama

NIP: ... ceae

MNP ...
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3.4 Buku Pembantu Kas

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD....oceooe
TAHUN ANGGARAN ....cocae

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Periode: o e s o

No. Bukti

Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna

¥

3.5 Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
S5KPD....comom
TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU PAJAK

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/
Be ndahara Pengeluaran

!

NIP: e

No. Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran

C o E !

o] a

Nama Nama

NIP: .......... NIP: .ccvea
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3.6 Buku Pembantu Panjar

TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU PANIAR

(20T T [ —

Pengeluaran Saldo

Disetujuioleh,

Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

Dizsiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu

!
i 3
i 2
Hama Hama
T — [ CR—
3.7 Buku Pembantu per Sub Rincian Objek
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD............
TAHUN ANGGARAN ...cccenees
Kode Rekening J——
Mama Rekening |- LR PSRRI Wy
Jumilah Anggaran (DPA) tRP .
Jumlah Anggaran (DPPA) L, « TO—
BUKU PEMBANTU SUB RINCAN OBYEK BELAN A
Peliode : e cccsieae
No. | Tanggal | No.BKU Uraian Belanja LS | Belanja TU ?j“ﬂ;ﬁ saldo
Disetujui oleh, Disi apkan ol eh,
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
£ i - .
(2] D)
MNama MNama
[ o — MIP: s
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S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN

1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus  menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan  pertanggungjawaban Bendahara  Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

c. Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional
kepada PPKD, dikenakan sanksi penundaan pemberian GU
berikutnya.

d. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan
setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban
pengeluaran oleh PA/KPA.

e. Surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA di
terbitkan paling lambat pada setiap akhir bulan yang berkenaan.

f. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal
31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:
(1) LPJ Penggunaan UP

(@) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada
setiap pengajuan GU.

(b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

(c) LPd Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan
SPP-GU.

(d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara
khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP
ke RKUD.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

(a) Pertanggungjawaban  penggunaan TU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan
untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
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(b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

(c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

(3) Pertanggungjawaban Administratif

(a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

(b) Pertanggungjawaban  administratif @ berupa LPJ  yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

(1) BKU;
) Laporan penutupan kas (BKU); dan
) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
(4) Copy Rekening Koran;
) Buku Pajak; dan
(6) Bukti STS Pengembalian Belanja.

(c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari dan wajib
melampirkan bukti setoran sisa UP.

(4) Pertanggungjawaban Fungsional

a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dilampiri:

(1) Laporan penutupan kas; dan
(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA.

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari
tahun anggaran berikutnya dan wajib melampirkan bukti
setoran sisa UP.

b. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP
1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan LPJ
penggunaan UP.
2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada
PA melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP GU dengan
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU
1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU
yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak
TU diterima.



- 126 -

2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada
PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU
sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja.

c. Pertanggungjawaban Administratif
1) Penyusunan LPJ

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta
melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ
Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi,
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan
yang dilampiri:

(1) BKU;

) Laporan Penutupan Kas;

) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu;

(4) Copy Rekening Koran;

) Buku Pajak; dan

(6) Bukti STS Pengembalian Belanja.

2) Penyampaian LPJ Administratif
a) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada

PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang

didokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang didokumentasikan dalam

buku atau laporan terkait;

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap

proses belanja dan pengeluaran kas.

3) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran.

4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK
SKPD mengajukan penandatanganan dan persetujuan LPJ
Bendahara secara administratif kepada PA.

5) PA menandatangani LPJ Bendahara yang sudah diverifikasi sebagai
bentuk persetujuan.

d.Pertanggungjawaban Fungsional
1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh PA,
Bendahara  Pengeluaran menyampaikan  pertanggungjawaban
fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani,
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
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2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk
persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah
habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu subkegiatan atau
telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
KPAmelalui PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU
yangdilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya,
dilampiri:

(1) BKU;

(2) Laporan penutupan kas;

(3) Buku Pajak; dan

(4) Copy Bukti STS Pengembalian Belanja.

b. PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebelum
ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.

c. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran antara lain sebagai berikut:
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3.1 LPJ-UP

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD........

Tahun Anggaran........

Besaran UP berdasarkan SK KDH:

Uang Persediaan (UP) Awal Periode : ...uesmees
Penggunan Uang Persediaan (UP)
Uang Persediaan (UP) AKhir PEROGE © vuuussmesuens

R R e

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Urusan N
Bidang Urusan N gk
Program RPR—
Kegiatan
Sub Kegiatan
Jumiah Belanja Akumulasi Sisa
i Uraian
Kode Rekening g iode ini : Anggaran
Urusan ——
Bidang Urusan @ eveerenne
Program < SC——
Kegiatan (L)
Sub Kegiatan )il L
- Jumiah Belanja Akumulasi Sisa
Rekening Uraian
o Anggaran | Periode ini Belanja__| Anggaran
Bendahara Pengeluaran
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3.2 LPJ-TU

Program - S—
Sub Kegiatan ST
Tanggal SP2DTU  icevvesnes

Kode Rekening Uraian Jumlah

TOTAL

Tambahan Uang Persediaan (TU)

Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)

Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
yl i
A A
o} 0]
Nama Nama

NI M
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3.3 Laporan Penutupan Kas

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SKPD........
Tahun Anggaran.........
LAPORAN PENUTUPAN KAS
Bulan...........
Kepada Yth,
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Wali Kota Tarakan
No........... Tahun...... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD.............. adalah
sejumliah Rp..eeeeeeee. dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1Saldo awal bulan tanggal Rp.

A.2 Jumlah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal...... .. terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp..ceeeeenn. d@n saldo di bank sebesarRp..oeeeeeee .

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

A1 Saldo awal bulan tanggal Rp.

A.2 Jumlah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal......... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp...oeceenn. d@n saldo di bank sebesarRp...ooeeee.

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 Saldo Kas Tunai Rp.
C.2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.
Bendahara Pengeluaran
¢

a

B

ama

NP s
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3.4 SPJ Administratif

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ ADMINISTRATIF)
11T H—
SPI LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa SPJ UP/GU/TU Jumiah SPJ
Kode : Jumlah (LS+UP/GUT | Sisa Pagu
Uraian sd sd | sd sd | osd sd
e m“mm?mmm?mmwmmsﬁmm
Lalu ini | Lalu ini | Lalu ini
JUMLAH
Penerimzan
-5P20
- Potongan Pajak
a.PPN
b.PPh 21
C.PPR2
d.PPh 23
- Lain-lain

lumlah Penerimaan
Penzeluaran |
-5P) (LS+UP/GU/TU)

- Penyetoran Pajak
a. PPN
b.PPh 21
¢.PPh 22
d.PPh 23
- Lain-lzin
Jumiah Pengeluaran
Saldo Kas
Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
il!
5 :
Nama Nama

||| — ||| pm—
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3.5 SPJ Fungsional

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ FUNGSIONAL)
Bulan:.....ue..

SPI LS Gaji SPILSBarang danJasa | SPJ UP/GU/TU Jumiah SPJ

i | Urian S gt | 58| 3 g 3 | | u:u';iﬂ
Bulon [ .. | Bulan | Buan | ° " | ulan | Bulan | ", [ Bun | V¥
Lal “HE™ | i -

H

JUMLAH

Penerimazn
-5P2D
- Potongan Pajak
3. FPN
b.PPh 21
. PPh 22
d.PPh 23
- Lain-lain
Jumlah Penerimaan
Pengeluaran |
=5P) (LS+UR/GU/TU)
- Penyetoran Pajak
3 PPN
b.PPh 21
€. PPh 22
d.FPh 23
- Lain-lain
Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

%
MNama Nama
] J— 1] —
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T. TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

1. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/
perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun
anggaran dapat terjadi akibat:

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang dan jasa;

c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang
dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan
perundang-undangan,;

d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan
yang bersifat tetap.

2. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun
berkenaan:

a. Kepala SKPD mengajukan permohonan review atas keterlambatan
pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100%
(seratus persen) tetapi belum terlaksana pembayarannya pada tahun
berkenaan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi
Pengawasan;

b. Kepala SKPD menyampaikan nota dinas disertai uraian penjelasan
alasan/pertimbangan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
fisik dan/atau non fisik yang telah diselesaikan 100% (seratus persen)
beserta realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember tahun
berkenaan kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dengan
tembusan Kepala perangkat daerah yang membidangi pengawasan,
Kepala  perangkat daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan daerah dan Kepala perangkat daerah yang membidangi
keuangan daerah dengan dilampiri:

1) hasil reviu APIP;

2) rancangan RKA SKPD sub kegiatan yang telah diselesaikan 100%
(seratus persen) tetapi mengalami keterlambatan pembayaran pada
tahun berkenaan.

c. Laporan realisasi kegiatan dimaksud diuraikan menurut urusan
pemerintahan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kode rekening
belanja maupun output/paket pekerjaan yang telah diselesaikan 100%
(seratus persen) dan belum terealisasi pembayarannya;

d. Berdasarkan nota dinas kepala SKPD dan hasil reviu APIP dimaksud
pada huruf b, TAPD melaksanakan pembahasan yang hasilnya
menjadi bahan penyusunan Perubahan Atas Perwali tentang
Penjabaran APBD.

3. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai berikut:
a. Kepala SKPD sesuai kewenangannya dalam mengadakan ikatan

perjanjian pengadaan barang dan jasa dapat melakukan perpanjangan

waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran berkenaan
mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
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b. Kepala SKPD mengajukan permohonan reviu pembayaran atas
perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada kepala perangkat
daerah yang membidangi Pengawasan;

c. Kepala SKPD menyampaikan nota dinas disertai uraian penjelasan
alasan/pertimbangan pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan dan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik
dan/atau non fisik yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan melampaui tahun anggaran berkenaan beserta realisasi fisik
dan keuangan kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dengan
tembusan Kepala perangkat daerah yang membidangi pengawasan,
Kepala  perangkat daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan daerah dan Kepala perangkat daerah yang membidangi
keuangan daerah dengan dilampiri:

1) hasil reviu APIP;

2) rancangan RKA SKPD sub kegiatan yang diberikan perpanjangan

waktu pelaksanaan pekerjaan.

d. Laporan realisasi kegiatan dimaksud diuraikan menurut urusan
pemerintahan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kode rekening
belanja maupun out put/paket pekerjaan yang diberikan
perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun
anggaran berkenaan;

e. Berdasarkan nota dinas kepala SKPD dan hasil reviu APIP dimaksud,
TAPD melaksanakan pembahasan yang hasilnya menjadi bahan
penyusunan Perubahan Atas Perwali tentang Penjabaran APBD.

4. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali
Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk
keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang undangan:

a. Kepala SKPD melakukan penelitian sebab-sebab terjadinya
keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran
berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian
pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa
dan/atau pengguna barang dan jasa;

b. Kepala SKPD mengajukan permohonan reviu Pelaksanaan
pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah
Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar
(force majeure) kepada kepala perangkat daerah yang membidangi
Pengawasan;

c. Kepala SKPD menyampaikan nota dinas disertai uraian penjelasan
Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali
Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk
keadaan kahar (force majeure) dan laporan akhir realisasi pelaksanaan
pekerjaan/pembayaran keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah
dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force
majeure) kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dengan
tembusan Kepala SKPD yang membidangi pengawasan keuangan
daerah, Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan
daerah dan Kepala SKPD yang membidangi keuangan daerah, dengan
dilampiri:

1) hasil reviu APIP;

2) rancangan RKA SKPD sub kegiatan Pelaksanaan
pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah
Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan
kahar (force majeure).
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d. Laporan realisasi kegiatan dimaksud diuraikan menurut urusan
pemerintahan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kode rekening
belanja maupun out put/paket pekerjaan/pembayaran yang terjadi
keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang
dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure);

e. Berdasarkan nota dinas kepala SKPD dan hasil reviu APIP serta
mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, TAPD
melaksanakan pembahasan yang hasilnya menjadi bahan penyusunan
Perubahan Atas Perwali tentang Penjabaran APBD;

5. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil
putusan pengadilan yang bersifat tetap, dengan tahapan sebagai berikut:
a. Kepala SKPD melakukan penelitian sebab-sebab terjadinya

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Kepala SKPD mengajukan permohonan reviu Pelaksanaan
pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada kepala perangkat
daerah yang membidangi Pengawasan;

c. Kepala SKPD menyampaikan nota dinas disertai uraian penjelasan
Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan akhir
realisasi Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali
Kota melalui sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala SKPD yang
membidangi pengawasan keuangan daerah, Kepala SKPD yang
membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Kepala SKPD
yang membidangi keuangan daerah, dengan dilampiri:

1) hasil reviu APIP;

2) rancangan RKA SKPD sub kegiatan Pelaksanaan pembayaran atas
kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Laporan realisasi kegiatan dimaksud diuraikan menurut urusan
pemerintahan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kode rekening
belanja pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Berdasarkan nota dinas kepala SKPD dan hasil reviu APIP, TAPD
melaksanakan pembahasan yang hasilnya menjadi bahan penyusunan
Perubahan Atas Perwali tentang Penjabaran APBD.

6. Berdasarkan hasil pembahasan TAPD atas nota dinas Kepala SKPD
berkaitan dengan:

a. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun
berkenaan sebagaimana dimaksud angka 2;

b. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah
sebagaimana dimaksud angka 3;

c. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali
Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk
keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang undangan
sebagaimana dimaksud angka 4; dan/atau
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d. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil
putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud
angka 5.

PPKD melakukan fasilitasi pembahasan rancangan RKA SKPD dan

menyusun perubahan atas Perwali tentang Penjabaran APBD dan

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam perubahan APBD.

7. Berdasarkan Perwali tentang Perubahan Atas Perwali tentang Penjabaran
APBD, Kepala SKPD menyusun DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD
yang selanjutnya disahkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris
Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD tersebut menjadi dasar
pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkan SPD dan memenuhi
persyaratan pencairan dana/pembayaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

U.BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

1. Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam

rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat

mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja

yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

a. Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan
Perda tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, Wali Kota
menyusun rancangan Perwali tentang APBD paling tinggi sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

b. Rancangan Perwali tentang APBD sebagaimana dimaksud di atas
diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan diatur sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD tanpa
menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan Perwali tentang belanja
wajib dan mengikat.

b. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan
mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan
b. Dalam hal dokumen belum siap.
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V.SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

1.

2.

3.

Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Perda;
Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Wali Kota dan DPRD;

Persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD ditandatangani

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS;

Perda (Persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD) tahun jamak

sekurang-kurangnya memuat:

a. nama sub kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

a. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;
atau

b. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara,
makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah
dan pengadaan jasa cleaning service.

c. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa
jabatan Wali Kota.

d. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Wali Kota berakhir
sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud
dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan daerah adalah
sebagai berikut:

1.

2.

3.

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan

dalam tahun anggaran berjalan untuk:

a. menutupi defisit anggaran;

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah;
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f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

5. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana
Cadangan sesuai peruntukannya.

6. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang
ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan
yang bersangkutan mencukupi.

7. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang
akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang
pembentukan Dana Cadangan.

8. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh
Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan diatur sebagai berikut:

1. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan
danPengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

2. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan,
sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

3. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan
dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).

4. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
melalui RKUD.

5. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD
untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerimaan.

6. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban
untuk membayar kembali, yang bersumber dari:

pemerintah pusat;

pemerintah daerah lain;

lembaga keuangan bank;

lembaga keuangan bukan bank; dan

masyarakat.

°po o
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7. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah

pusat dilaksanakan melalui:

a. pembayaran langsung;

b. rekening khusus;

c. pemindahbukuan ke RKUD;

d. letter of credit; dan

e. pembiayaan pendahuluan.

Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh
Kuasa BUD pada sisi penerimaan.

9. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

10. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

X.PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah
sebagai berikut:

1.

2.

3.

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam

Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

rekening Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas

persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD

berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
kepala SKPKD;

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan diatur sebagai berikut:

1.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran
pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau
sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening
tersendiri pada Bank Umum yang ditetapkan Wali Kota dalam bentuk
deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana
Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana
Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai
indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah
ditetapkan.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan wusaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Perda
tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak
kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara.

. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:
a. Perda tentang penyertaan modal; dan

b. Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas
penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil
bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan antara lain:

a. Perda tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

b. Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

c. Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan
surplus.
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Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian
pinjaman/pemberian utang.

Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah mengacu pada peraturan perundang-
undangan.

Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian
utang/obligasi daerah.

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD.

Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
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